[image: http://4.bp.blogspot.com/-2NSZLDbGkXE/U2wUaTpj4XI/AAAAAAAABDg/GvLLuCDNSSU/s1600/Logo_Prov_DKI_Jakarta_notdesigner.blogspot.com.jpg]PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

	BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2014.
Tercapai standar kehidupan masyarakat kota yang lebih seperti tujuan pembangunan provinsi DKI Jakarta terlihat dari:
1. Kota yang mampu mengembangkan diri menjadi pusat perdagangan dan jasa yang terlihat dari meningkatnya proporsi sektor konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, real estate dan jasa keuangan, serta sektor jasa-jasa terhadap PDRB dari 72,48 persen menjadi 78,59 persen. Dari sisi lapangan usaha hampir semua sektor mengalami pertumbuhan positif kecuali sektor pertambangan dan penggalian. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor pengangkutan-komunikasi yakni 10,84%, kemudian disusul oleh sektor jasa-jasa sebesar 7.46%, dan sektor perdagangan hotel, restoran sebesar 6.42%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tersebut disebabkan oleh komponen konsumsi rumah tangga 5.81%, pembentukan modal tetap bruto 5,27%, dan komponen konsumsi Pemerintah (4,67 persen).
2. Berdasarkan data BPS, PDB per kapita provinsi DKI Jakarta yang mencapai Rp126 juta per tahun juga diikuti dengan angka Gini Rasio (ketimpangan pendapatan) sebesar 0,433% atau jauh di atas angka Gini Rasio nasional yang hanya 0,413%. Gini Rasio di Jakarta bahkan tertinggi ketiga di Indonesia.
3. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan inflasi yang terkendali
4. Pembangunan yang berimbang antara kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan kebutuhan ruang ekonomi
5. Human Development Index (HDI) yang bertambah baik
6. Kota yang semakin layak sebagai tempat tinggal yang dapat dilihat dari rasio ketersediaan dan kebutuhan rumah susun serta adanya program kampung deret
7. Kota yang memperhatikan penanganan masalah sosial yaitu turunan jumlah titik lokasi rawan PMKS anak jalanan dan pengentasan RW kumuh
8. Kota yang tingkat toleransi warganya semakin baik terlihat dari meningkatnya indeks demokrasi dan berkurangnya lokasi rawan ketertiban umum.
Berdasarkan Tujuan Pembangunan Daerah 29 sasaran dan capaian sasaran pada tahun 2014 dapat dikelompokkan sebagai berikut:
1. Mengembangkan produk ekonomi dan bisnis kota Jakarta sesuai dengan potensi dan ciri khasnya didukung sarana dan prasarana yang memadai sebanyak 4 sasaran.
2. Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan sebanyak 1 sasaran.
3. Menyediakan infrastruktur kota yang handal untuk mengatasi masalah menahun sebanyak 6 sasaran.
4. Mendorong pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan berketahanan dalam menghadapi risiko bencana dan dampak perubahan iklim sebanyak 2 sasaran.
5. Menyediakan hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebanyak 3 sasaran.
6. Mengembangkan budaya kota yang multikultur dan berbasis potensi lokal sebanyak 3 sasaran.
7. Menjadikan masyarakat DKI Jakarta yang sejahtera, berakhlak mulia, disiplin dan partisipatif dalam memelihara kota sebanyak 2 sasaran.
8. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan transparan sebanyak 2 sasaran.
9. Meningkatkan pelayanan publik prima bagi seluruh masyarakat sebanyak 3 sasaran.
10. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan tingkat pendidikan masyarakat sebanyak 2 sasaran.
11. Mengendalikan pertumbuhan penduduk alami sebanyak 1 sasaran.
Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja tahun 2014 menunjukkan bahwa sebanyak dua puluh sembilan sasaran strategis Provinsi DKI Jakarta telah dilaksanakan bahkan ada capaian yang melebihi target, namun terdapat beberapa sasaran strategis yang belum mencapai target.
Analisis capaian kinerja dilakukan untuk setiap capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Masing-masing sasaran tersebut akan diuraikan beserta permasalahan yang terkait dengan capaiannya.
Dalam LKIP Tahun 2014 disajikan juga keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan sasaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja secara menyeluruh, yaitu:
1. Tersedianya Ruang untuk Pedagang Informal pada Kawasan Perkantoran dan Perniagaan Kota
Analisis struktur ekonomi menunjukkan bahwa dominasi terbesar masih pada sektor perdagangan dan jasa, bahkan porsinya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pemerintah berusaha meningkatkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya koperasi, usaha mikro, kecuil dan menengah dan perdagangan sehingga tercipta koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan yang mandiri yang dapat menyerap angkatan kerja melalui pelaksanaan program – program kerja yang telah disusun. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan suatu sasaran, yaitu :
“Tersedianya ruang untuk pedagang informal pada kawasan perantoran dan perniagaan kota”.
Sasaran tersedianya ruang untuk pedagang informal pada kawasan perkantoran dan perniagaan kota diukur dengan IKU “persentase peningkatan luas ruang untuk pedagang kakai lima di lokasi binaan dan lokasi sementara”, dengan Capaian indikator kinerja rata-rata tahun 2014 sebesar 288,75%.
Berdasarkan persentase kenaikan luas ruang, Capaian indikator kinerja tahun 2014 sebesar -94,93%
Indikator kinerja sasaran, target, realisasi dan capaian kinerjanya dalam tahun 2014, diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Capaian IKU Presentase peningkatan luas ruang untuk pedagang kaki lima (m2) 
di lokasi binaan dan lokasi sementara
	No
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	% Capaian

	1
	Persentase peningkatan luas ruang untuk pedagang kaki lima (m2) di lokasi binaan dan lokasi sementara
	4
	9,16
	288,75%

	Rata – rata Kinerja
	288,75%


Sumber : Dinas KUMKM serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan berbagai program dan kegiatan senilai Rp59.342.290.205,00 atau 29,96% dari  Rp198.043.217.388,00 anggaran yang disediakan. 
Target Tahun 2014 sebesar 4 % didapat dari target RPJMD 2013-2017 dibagi dengan jumlah tahun RPJMD (20% : 5 tahun). Luas ruang untuk pedagang kaki lima di tahun 2012 sebesar 77.060 m2 dijadikan dasar perhitungan untuk penambahan di tiap tahunnya. Sehingga target luas ruang untuk tahun 2014 sebesar 4% x 77.060m2 = 3.082m2, sedangkan luas ruang yang terealisasi di tahun 2014 sebesar 7.052m2 telah melebihi target yang direncanakan. 
Luas ruangan yang tersedia untuk pedagang kaki lima di lokasi binaan dan lokasi sementara pada tahun 2014 sudah mencapai 89.353m2 mengalami kenaikan 7.058m2 dibandingkan dengan tahun 2013 seluas 82.521m2. Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2017 seluas 92.472 m2, maka realisasi sampai dengan tahun 2014 sudah mencapai 96,62%
Besarnya luas ruangan yang dapat disediakan untuk menampung pedagang kaki lima ini juga disebabkan oleh adanya dukungan beberapa pihak eksternal yang memberikan bantuan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa CSR (Corporate Social Responsibilty), 
Walaupun  target IKU sudah tercapai, namun beberapa lokasi sementara dikembalikan fungsinya untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial serta kegiatan pembebasan lahan tidak semuanya dapat terealisasi. Dari lima kegiatan pembebasan lahan, dua diantaranya tidak dapat terealisasi yaitu:
Pembebasan Lahan untuk Penataan PKL di Kelurahan Ujung Menteng,  karena pemilik lahan tidak dapat melampirkan bukti setor pajak selama 5 tahun terakhir.
Pembebasan Lahan untuk PKL di Jembatan Besi, karena pemilik lahan tidak dapat menunjukkan patok batas tanah dari BPN. 
Dibandingkan dengan realisasi IKU tahun 2013 sebesar 6,79% realisasi IKU tahun 2014 mengalami peningkatan  sebesar 2,37%. 
Dibandingkan target Renstra tahun 2017 yang ditetapkan sebesar 20,00%. Dengan demikian, realisasi IKU tahun 2014 sebesar 9,16% ini telah mencapai 45,80 % dari target  akhir renstra yang ditetapkan 
Untuk mencapai indikator kinerja sasaran tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berusaha untuk meningkatkan luas ruang untuk pedagang kaki lima (m2) di lokasi binaan dan lokasi sementara, dengan melaksanakan beberapa program dan kegiatan yang dapat mendukung terlaksananya hal tersebut. Adapun kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah serta Perdagangan sebagai leading sector di bidang ini adalah kegiatan Pembebasan lahan untuk PKL dan Penyelenggaraan Night Market di Provinsi.
Beberapa indikator output penting yang bertujuan untuk mendukung tercapainya sasaran yang ditetapkan antara lain :
1. Pedagang yang mengikuti kegiatan Night Market di Provinsi berjumlah 1600 UMKM dari target 2800 UMKM (57,14%).
Jumlah luas lahan yang dibebaskan untuk PKL di Jalan Benda Raya No 24 Kel. Kamal Jakarta Barat seluas 5.679 m2
Jumlah luas lahan yang dibebaskan untuk PKL di Lorong 103 Kel Koja Jakarta Utara seluas 355 m2
Jumlah luas lahan yang dibebaskan untuk PKL di Rorotan seluas 1.024 m2.


2. Meningkatnya Investasi Ekonomi Kota yang Mendorong Penciptaan Lapangan Kerja dan Tumbuhnya Kelembagaan Ekonomi Lokal
Pengembangan investasi merupakan komponen yang sangat penting dalam daerah. Upaya penataan dan pengembangan percepatan investasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan dengan melalui peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas penanaman modal, menjaga harmonisasi dan koordinasi dibidang penanaman modal, dan meningkatkan kontribusi PAD untuk mendukung APBD. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan satu sasaran, yaitu 
“Meningkatnya investasi ekonomi kota yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan tumbuhnya kelembagaan ekonomi lokal”.
Sasaran meningkatnya investasi ekonomi kota yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan tumbuhnya kelembagaan ekonomi lokal diukur dengan IKU “nilai investasi berskala nasional serta jumlah investor berskala nasional”, dengan Capaian indikator kinerja rata-rata tahun 2014 sebesar 197,67%.
Indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasi capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:
Tabel 3.2
Capaian IKU Nilai Investasi dan jumlah Investor berskala nasional
	No
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	%

	
	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
	63,47 Trilliun
	65,16 Trilliun
	102,67

	
	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)
	1.298 Trilliun
	292,68 Trilliun
	292,68

	Rata-rata kinerja
	197,67



Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan berbagai program dan kegiatan senilai Rp1.724.987.512,00 atau 68% dari  Rp2.549.992.468,00 anggaran yang disediakan, dengan sumber daya manusia sebanyak 19.929 OH.
 Walaupun IKU nilai investasi dan jumlah investor berskala nasional sudah melampaui target, namun masih terdapat hambatan antara lain kegiatan Promosi investasi luar negeri rencananya akan diselenggarakan di 2 Negara, yaitu Kegiatan The 19th Macau International Trade and Investment Fair tanggal 23 s.d. 27 Oktober 2014 di Macau, China dan Kegiatan Investment Promotion Forum, tanggal 4 s.d. 8 Desember 2014 di Yamaguchi, Jepang tidak dapat diikuti karena pegawai yang ditugaskan mengikuti acara dimaksud, mengikuti Assessment Pejabat PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Berdasarkan nilainya, realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp16,26 Triliun (US$19,182) atau 52,29% dari tahun 2013 sebesar Rp31,095 Triliun (US$2.591,1 juta) menjadi sebesar Rp47,35 Triliun (US$ 4.509,3 Juta) pada tahun 2014. Begitu pula dengan realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2014, meningkat sebesar Rp12,055 Triliun atau 209,5% dari tahun 2013 sebesar Rp5,754 triliun menjadi Rp. 17,81 Triliun pada tahun 2014. Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2017 sebanyak Rp 13,97 Triliun untuk PMDN dan Rp 63,94 Triliun untuk PMA, maka realisasi sampai dengan tahun 2014 untuk PMDN sudah mencapai target akhir Renstra, namun untuk PMA baru mencapai 68,25%.
Sedangkan berdasarkan jumlah investor, realisasi jumlah investor Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2014 mengalami peningkatan  sebesar 771 proyek atau 25,46% dari tahun 2013 sebesar 3.028 proyek menjadi sebesar 3.799 proyek pada tahun 2014. Begitu pula dengan realisasi jumlah investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2014, meningkat sebesar 11 proyek atau 6% dari tahun 2013 sebesar 156 proyek  menjadi 167 proyek pada tahun 2014. Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2017 sebanyak 100 proyek untuk PMDN dan 1.500 proyek untuk PMA, maka realisasi sampai dengan tahun 2014 sudah mencapai target akhir renstra.
Perkembangan investasi selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :




Grafik 3.1
Target dan Realisasi Investasi Provinsi DKI Jakarta
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Grafik 3.2
Inventasi PMDN
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Beberapa kegiatan penting mendukung pencapaian IKU dalam usaha Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi adalah:
1. Pelaksanaan Business Forum Investasi Luar Negeri yang diselenggarakan di London Inggris, tanggal 24 s.d. 28 November 2014. 
1. Pelaksanaan Business Forum Investasi Dalam Negeri. di Jakarta, tanggal 23 s.d. 24 Oktober 2014. 
Promosi Investasi Dalam Negeri dengan tujuan untuk mempromosikan potensi dan peluang investasi di Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini diselenggarakan di 4 Kota, yaitu Bali, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah dan Jakarta. 
Peningkatan Kerjasama Pengelolaan Investasi Antar Daerah dengan indikator kinerja jumlah proyek (PMDN/PMA) dengan tujuan untuk melakukan koordinasi pengelolaan penanaman modal dengan instansi pusat dan daerah.
Promosi Investasi Dalam Negeri sebanyak 8 jumlah event yaitu pameran TTI Expo 2013, tanggal 12 s/d 15 Juni 2014 di Denpasar, Bali, kegiatan SIDE Tahun 2014, tanggal 21 s/d 24 Agustus 2014 di Makasar, Sulawesi Selatan dan Semarang Kreatif Industri Expo, tanggal 24 s/d 27 April 2014 di Semarang, Jawa Tengah serta IIICE Tahun 2014, tanggal 5 s/d 7 November 2014, di Jakarta
Untuk mencapai sasaran meningkatnya minat investasi di DKI Jakarta dilakukan beberapa kegiatan penting mendukung pencapaian IKU dalam Peningkatan Investasi diantaranya:
1. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal. Tujuan dari kegiatan ini adalah : 
Pemahaman akan Kebijakan Penanaman Modal tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta oleh Aparatur 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Asosiasi Usaha di Provinsi DKI Jakarta; 
Mensosialisasikan Kebijakan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta; 
Meningkatnya pengetahuan atau informasi mengenai Kebijakan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta. 
Peningkatan Kerjasama Kemitraan UMKM dengan Perusahaan PMA/PMDN Skala Besar. Tujuan dari kegiatan ini adalah : 
1. Mengetahui perkiraan sumbangan usaha kecil dan menengah yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan ekonomi daerah di Provinsi DKI Jakarta, dikaitkan dengan target pertumbuhan ekonomi periode 2013–2017; 
Mengetahui sektor yang menjadi prioritas dalam kerjasama kemitraan antara UMKM dan perusahaan PMA/PMDN skala besar dalam pengembangan UMKM di Provinsi DKI Jakarta; 
Mengetahui bentuk kerjasama yang bisa saling menguntungkan melalui pola kerjasama kemitraan UMKM dengan perusahaan PMA/PMDN skala besar di DKI Jakarta. 

3. Tersedianya Fasilitas Internet Secara Merata Di Ruang Publik
Jakarta sebagai kota yang merupakan simpul (hub) dalam kegiatan perekonomian regional dan internasional harus memiliki daya saing yang handal sehingga diperlukan strategi yang tepat melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, sumber daya yang berkualitas, manajemen pengelolaan kota yang efektif, optimalisasi pasar yang akan memperkuat daya beli masyarakat dan peningkatan daya tarik kota. Untuk itu diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat yang dilandasi dengan visi yang jauh ke depan, terukur, dan memperhatikan konstelasi persaingan kota lingkup global sehingga kota Jakarta dapat berperan dalam kerangka regionalisasi ekonomi.
Untuk menjadi kota internasional yang kompetitif, Jakarta perlu membangun infrastuktur telematika yang maju, modern dan handal. Penggunaan telematika sebagai tulang punggung pembangunan Jakarta menjadi kota pintar yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup, meminimalisasi dampak sosial dan lingkungan serta penggunaan energi yang bijaksana dan ramah lingkungan. Pendayagunaan Telematika akan sangat mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan ekonomi kota, terutama pada sektor transportasi,logistik, dan juga sektor lainnya termasuk pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan berupaya menyediakan fasilitas internet di ruang publik yang dapat diakses warga secara mudah dan bebas biaya.
Dalam rangka mencapai hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selain menggunakan APBD juga menggandeng pihak swasta melalui pemanfaatan Corporate Social Responsibility.  Sampai dengan saat ini titik jaringan wifi yang dapat di akses masyarakat adalah 180 titik dimana 37 titik di wilayah Jakarta Utara, 24 titik di kepulauan seribu yang dibangun dengan APBD serta 119 titik melalui CSR yang dikoordinasi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan satu sasaran, yaitu 
“Tersedianya Fasilitas Internet Secara Merata Di Ruang Publik”
Sasaran Tersedianya Fasilitas Internet Secara Merata Di Ruang Publik diukur dengan IKU “Jumlah titik jaringan wifi dengan kecepatan up to 10 Mbps yang terbangun”, dengan Capaian indikator kinerja rata-rata tahun 2014 sebesar 240%.
Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi, dan capaian kinerjanya dalam tahun 2014 diuraikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 3.3
Jumlah Titik Jaringan Wifi
	No
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	%

	
	Jumlah titik jaringan wifi dengan kecepatan up to 10 Mbps yang terbangun
	75 titik
	180 titik
	240

	Rata-rata kinerja
	



Realisasi jumlah titik jaringan wifi dengan kecepatan up to 10 Mbps yang terbangun tahun 2014 sebanyak 180 titik mengalami peningkatan  sebesar 120 titik atau 200% dari tahun 2013 sebesar 60 titik. 



Perkembangan jumlah titik jaringan wifi sampai dari 2012 sampai dengan 2014 sebagai berikut:
Tabel III.4
Perkembangan jumlah titik jaringan wifi 2012 sampai dengan 2014
	
	Kondisi awal 
(2012)
	Realisasi
(2013)*
	Realisasi (2014)*

	Jumlah titik jaringan wifi dengan kecepatan up to 10 Mbps yang terbangun
	42 titik
	60 titik
	180 titik


	*akumulasi
	
		Adapun lokasi Jumlah titik jaringan wifi dengan kecepatan up to 10 Mbps tersebut terletak di wilayah Jakarta Utara sebanyak 37 titik, di wilayah kepulauan seribu yang dibangun dengan APBD sebanyak 24 titik serta 119 titik diperoleh melalui CSR yang dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan.

4. Tersedianya Infrastrukur Energi dan Kelistrikan untuk mendukung pembangunan kota 
Persaingan perekonomian global diproyeksikan semakian ketat. Jakarta sebagai kota yang multifungsi membutuhkan infrastruktur guna menghadapi persaingan global agar dapat memberikan pelayanan optimal kepada seluruh warga dalam mewujudkan kota Jakarta yang berdaya saing global. Kebutuhan energi setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan perkembangan kegiatan rumah tangga dan usaha. Dalam konteks sumber energi gas, penggunaan gas sebagai bahan bakar terus meningkat terutama untuk kebutuhan rumah tangga dan bisnis. Untuk itu penyediaan energi dari gas perlu mendapat perhatian khusus dari para pemangku kepentingan pembangunan DKI Jakarta.
Apabila 1 SPBG rata-rata kapasitas 1 mmsfcd maka tahun 2014-2015 diperlukan 46 SPBG. Secara umum perhitungan kebutuhan gas untuk transportasi tahun 2014-2015 adalah sebagai berikut :





Tabel 3.5
Perhitungan kebutuhan gas untuk transportasi tahun 2014-2015
[image: ]
Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan satu sasaran, yaitu :
“Tersedianya Infrastrukur Energi dan Kelistrikan untuk mendukung pembangunan kota”.
Sasaran tersedianya Infrastrukur Energi dan Kelistrikan untuk mendukung pembangunan kota diukur dengan IKU “jumlah SPBG”, dengan Capaian indikator kinerja rata-rata tahun 2014 sebesar 106,67%.
Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi, dan capaian kinerjanya dalam tahun 2014 diuraikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 3.6
Capaian IKU Jumlah SPBG
	No
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	Capaian %

	1
	Koordinasi percepatan pembangunan SPBG
	15 SPBG
	14 SPBG + 2 MRU
	106,67%



Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan berbagai program dan kegiatan senilai Rp299.998.580 atau 0,04% dari Rp 825.794.120.513 anggaran yang disediakan, dengan sumber daya manusia sebanyak 3.822 OH. 
Eksisting SPBG Tahun 2014 sudah berjumlah 22 unit  yang terdiri dari 14 SPBG berfungsi, 5 (lima) SPBG dalam proses pembangunan yang berlokasi 1(satu) di Cililitan oleh Pertamina, 1 (satu) di Ancol oleh Jakpro, dan 3 (tiga) di Kp. Melayu, Pulogebang dan Yos Sudarso oleh Ditjen Migas, serta 3 SPBG dalam masalah intern, sedangkan 2 Mobile Refuelling Unit (MRU) dari PT. PGN sudah berfungsi yang berada di Monas dan Pluit (cukup untuk menyalurkan 18,1 mmscfd yang PJBGnya sudah ditandatangani). Dengan demikian diharapkan sampai dengan tahun 2017 akan terbangun sebanyak 18 SPBG sehingga akan terpenuhi kebutuhan gas transportasi sebanyak 66,3 mmscfd.
Jumlah SPBU  14 buah dan 2 MRU yang beroperasi di tahun 2014 mengalami kenaikan  14,28% dibandingkan dengan tahun 2013 sebanyak 14 SPBG. Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2017 sebanyak 18, maka realisasi sampai dengan tahun 2014 sudah mencapai 88,88%.
Dukungan  tercapainya target terbangunnya 16 SPBG (14 SPBG dan 2 MRU) selama tahun 2014, pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan koordinasi percepatan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh BUMN dan BUMD tersebut.
Pembangunan SPBG yang dilakukan oleh BUMN dan BUMD tersebut  difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perindustrian dan Energi melalui rapat koordinasi pembangunan SPBG. Dinas Perindustrian dan Energi berwenang memberikan rekomendasi teknis dalam pembangunan SPBG dan izin pengusahaan SPBG. Namun rekomendasi teknis tersebut membutuhkan persyaratan perizinan lain dari dinas teknis terkait lainnya. Pembangunan SPBG dapat segera dibangun setelah Rekomendasi teknis tersebut terbit serta SPBG dapat dioperasikan segera setelah izin pengusahaan SPBG tersebut terbit. untuk itulah peran Dinas Perindustrian dan Energi diperlukan dalam memfasilitasi pembangunan dan pengoperasian SPBG yang akan dibangun. Dengan demikian, SPBG tersebut dapat menunjang ketersediaan gas transportasi di Provinsi DKI Jakarta terutama untuk kebutuhan gas transportasi bus transjakarta.
Sebagai bahan bakar yang ramah lingkungan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong penggunaan gas terutama untuk sektor transportasi melalui fasilitasi peningkatan jumlah stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG). Secara keseluruhan, transportasi merupakan infrastruktur perekonomian yang sangat penting. Dengan ketersediaan transportasi yang aman, nyaman, tepat waktu dan terjangkau akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pergerakan barang dan manusia, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan daya saing daerah. Selain itu, untuk mewujudkan peningkatan daya saing daerah juga diperlukan sistem transportasi yang maju, handal, modern, dalam arti terintegrasi antar dan  intermoda. 
Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2010, kuota BBG untuk daerah Jabodetabek pada tahun 2013 sebesar 21 mmscfd dan tahun 2014 sebesar 33,6 mmscfd. Sesuai nota kesepahaman pemanfaatan gas sektor transportasi antara Direktorat Jenderal Minyak dan dan Gas Bumi Kementerian ESDM RI dan kontraktor penghasil migas tanggal 23 April 2012, wilayah Jabodetabek telah mendapat alokasi sebesar 23,1 mmscfd dengan harga jual BBG transportasi di tingkat SPBG di wilayah Jabotabek sesuai Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 2932k/12/MEM/2010 sebesar Rp. 3100 per LSP (Liter Setara Premium), namun harga tersebut tidak menarik bagi investor sedangkan kebutuhan gas transportasi di Jakarta harus terpenuhi terutama untuk memenuhi kebutuhan gas bus transjakarta. 
Untuk itu Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta melakukan upaya agar kebutuhan energi berupa gas untuk keperluan transportasi bisa terpenuhi melalui koordinasi dan pemantauan pembangunan SPBG yang dilakukan oleh BUMN / BUMD atau pun pihak swasta.

5. Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten
Pembangunan kota seringkali dihadapkan pada masalah keterbatasan lahan, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat. Pemanfaatan ruang kota seringkali melebihi kapasitas daya dukungnya dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penataan ruang adalah peningkatan efektivitas RTRW sebagai instrumen pembangunan yang secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman dan berkualitas.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan satu sasaran, yaitu 
“Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten”.
Sasaran Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten diukur dengan IKU “Persentase rencana bangunan gedung yang lulus sidang Tim Ahli dan Persentase pembongkaran bangunan yang tidak sesuai persil”, dengan Capaian indikator kinerja rata-rata tahun 2014 sebesar 88%.
Indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasi capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:
Tabel 3.7
Capaian IKU persentase rencana bangunan gedung yang lulus sidang Tim Ahli dan Presentase pembongkaran bangunan yang tidak sesuai
	NO
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET
	REALISASI
	%

	1
	Persentase rencana bangunan gedung yang lulus sidang Tim Ahli
	100%
	100%
	100%

	2
	Persentase pelanggaran bangunan gedung yang ditertibkan
	40%
	31%
	77%

	Rata-rata capaian kinerja
	88%



Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan berbagai program dan kegiatan senilai Rp.8.144.648.500 atau 86,50 % dari Rp.9.415.686.000 anggaran yang disediakan, dengan sumber daya manusia sebanyak 15.143 OH. 
Dari sebanyak 232 rencana bangunan yang telah diterbitkan nota persetujuan teknis pada tahun 2014 semuanya telah lulus sidang ahli pada tahun 2014 atau tercapai 100%, sedangkan jumlah bangunan yang dibongkar karena melanggar persil pada tahun 2014 sebanyak 1.054 dari jumlah Surat Perintah (SP) membongkar sendiri oleh pemilik bangunan sebanyak 3.402 sehingga mencapai 31 %.
Realisasi Persentase rencana bangunan gedung yang lulus sidang Tim Ahli tahun 2014 sebesar 100%, dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar 100%, sehingga tidak ada penurunan/kenaikan. Dengan demikian realisasi tahun 2014 sudah mencapai target pada akhir periode Renstra tahun 2017 adalah 100%.
Realisasi Persentase pelanggaran bangunan gedung yang ditertibkan tahun 2014 sebesar 31%, dibandingkan tahun 2013 sebesar 46%, maka terdapat penurunan sebesar 15%. Sedangkan target pada akhir periode Renstra tahun 2017 adalah 70%, sehingga masih ada target 39% yang harus dipenuhi hingga akhir target Renstra tahun 2017.
Hambatan tidak tercapainya target karena masih terdapat permasalahan pelayanan yaitu :
1. Belum optimalnya pengenaan sanksi terhadap pelanggaran penyelenggaraan bangunan gedung, disebabkan :
1. Keterbatasan jumlah SDM dalam melaksanakan pengenaan sanksi terhadappelanggaran penyelenggaraan bangunan gedung.
1. Harga satuan biaya bongkar yang tidak sesuai dengan risiko dan kondisi prakteknya dilapangan
1. Belum tersedianya tata laksana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan bangunan gedung termasuk pelaksanaan penyidikan oleh PPNS
Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, disebabkan :
1. Ketidaktahuan masyarakat terhadap informasi Rencana Tata Ruang Wilayah.
1. Ketidaksiapan Pemerintah Daerah dalam membebaskan lahan milik masyarakat yang terkena Rencana Tata Ruang Wilayah.
Kegiatan terkait dengan pencapaian indikator kinerja utama tersebut antara lain Pelaksanaan Sidang Konsultasi Bidang Perencanaan Bangunan Gedung oleh Tim Ahli (TPAK, TPKB dan TPIB)  dan Pengenaan Sanksi Pelanggaran Bangunan Gedung dan Bangunan di lima (5) wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.




6. Tersedianya Sistem Transportasi Perkotaan yang Terpadu dan Memadai untuk Melayani Pergerakan Orang dan Barang
Tingginya kebutuhan perjalanan untuk masyarakat DKI Jakarta rata-rata sebesar 21,9 juta perjalanan/hari dan untuk kendaraan bermotor sebesar 15,3 juta perjalanan/hari. Jumlah kendaraan bermotor DKI Jakarta sebanyak 7,3 unit pada tahun 2010, dimana kendaraan pribadi 98,8% dan kendaraan umum 1,2%, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5% per tahun. Panjang jalan di DKI Jakarta yaitu 6.549 km dengan pertumbuhan 0,01% per tahun. Untuk itu diperlukan peningkatan infrastruktur dan menambah sarana transportasi umum perkotaan sebagai upaya utama dalam mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas. Sehingga harus dilakukan strategi Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal seperti yang tertuang pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan 2013-2017, yaitu membangun Sistem Angkutan Umum Massal berbasis jalan antara lain melalui pengembangan Busway koridor 13,14, & 15. Koridor yang terbangun saat ini sebanyak 12 koridor.
Untuk itu Pemerintah DKI menetapkan suatu sasaran, yaitu:
“Tersedianya Sistem Transportasi Perkotaan yang Terpadu dan Memadai untuk Melayani Pergerakan Orang dan Barang”
Sasaran Tersedianya Sistem Transportasi Perkotaan yang Terpadu dan Memadai untuk Melayani Pergerakan Orang dan Barang diukur dengan IKU “Panjang lintasan busway, jumlah penumpang busway dan headway busway rata-rata”, dengan Capaian indikator kinerja rata-rata tahun 2014 sebesar 69,04%.
Indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasi capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:
Tabel 3.8
Capaian IKU Panjang Lintasan Busway, Jumlah Penumpang Busway 
dan Headway Busway rata-rata
	No
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	%

	1
	Panjang lintasan busway
	247,36 km
	210,31 km
	85,02

	2
	Jumlah penumpang busway
	500.000 org/hari
	310.597 pnp/hari
	62,12

	3
	Headway busway rata-rata
	12 menit
	20 menit
	60

	Rata-rata capaian kinerja
	69,04



Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan berbagai program dan kegiatan senilai Rp. 885.344.945.961 atau 69% dari Rp. 1.283.187.624.000 anggaran yang disediakan, dengan sumber daya manusia sebanyak 5.412OH. 
Hambatan atau Kendala yang dihadapi dalam pengoperasian Sistem Transportasi Massal dengan Basis Jalan/Bus Rapid Transit (BRT) sehingga target IKU tidak tercapai  adalah:
1. Jalur tidak steril.
1. Jumlah SPBBG terbatas.
1. Jumlah armada kurang.
Untuk penanganan jalur yang tidak steril Dinas Perhubungan membentuk Satuan Tugas (Satgas) sterilisasi jalur busway dengan melibatkan Polisi dan TNI untuk menindak kendaraan selain Bus Transjakarta yang masuk jalur bus (busway). 
Untuk jumlah SPBBG pada saat ini sebanyak 7 lokasi SPBG yang dikelola oleh Pertamina sebanyak 4 lokasi dan 3 lokasi dikelola oleh PGN. Dengan jumlah SPBBG yang sangat terbatas itu mengakibatkan waktu tempuh antar bus (headway) meningkat karena armada bus harus antri ketika melakukan pengisian Bahan Bakar Gas.
Perbandingan realisasi panjang lintasan busway tahun 2014 sebesar 210,31 km meningkat 0.96 km atau % dibandingkan realisasi  tahun 2013 sebesar 209,35 km, sedangkan untuk realisasi jumlah penumpang busway tahun 2014 sebanyak 310.597 orang/hari meningkat 2.316 atau 7% dibandingkan realisasi tahun 2013 sebanyak 308.281 orang/hari, serta realisasi headway busway rata-rata tahun 2014 sebanyak 20 menit tetap sama dengan realisasi tahun 2013.
Realisasi panjang lintasan busway tahun 2014 sebesar 210,31 km sudah mencapai 81,31% dengan target Renstra 2017 sebesar 258,65 km. Sedangkan jumlah penumpang busway tahun 2014 sebesar 310.597 orang/hari sudah mencapai 31,05% dengan target Renstra 2017 sebesar 1.000.000 orang/hari. Demikian pula headway busway rata-rata tahun 2014 sebesar 20 menit masih rendah untuk dapat mencapai target Renstra tahun 2017 sebesar 3 menit.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  telah menyusun Pola Transportasi Makro (PTM) sebagai perencanaan umum pengembangan sistem transportasi di wilayah DKI Jakarta yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 2 ayat (3) dan melalui Keputusan Gubernur No.84 Tahun 2004 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 103 Tahun 2007, untuk tahap awal realisasi PTM tersebut dibangun suatu jaringan sistem angkutan umum massal yang menggunakan bus pada jalur khusus (Buss Rappid Transsite/ BRT) atau Busway. Pengembangan angkutan massal bertujuan meningkatkan penggunaan angkutan massal dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Kondisi yang ada pada saat ini adalah Sistem TransJakarta BRT memiliki koridor terpanjang di dunia dengan total 210 km; 126 km merupakan jalur khusus bus (busway) dan sisanya merupakan jalur campur (mix traffic). Sistem TransJakarta BRT juga memiliki jumlah halte bus terbanyak di dunia yaitu 224 halte BRT, diikuti Curitiba di Brazil sebanyak 127 halte dan Transmilenio di Bogota, Colombia sebanyak 114 halte. 
Jumlah armada Bus Transjakarta sebanyak 823 unit terbagi 3 jenis, yaitu:
1. 118 unit bus single solar
417 unit bus single CNG (Compressed Natural Gas)
288 unit bus articulated CNG (Compressed Natural Gas)
Jumlah tersebut untuk melayani 12 koridor dengan headway 5-20 menit  dengan jumlah produksi kilometer tempuh sebanyak 44.000.000 Km per tahun.
Jumlah armada yang ada pada saat ini masih jauh dari kebutuhan ideal untuk meningkatkan waktu antar bus (Headway) menjadi 10 menit sesuai target tahun 2014 dan 3 menit pada tahun 2017. Untuk mencapai headway 3 menit membutuhkan 1.289 unit articulated buss.


7. Tersedianya jaringan jalan dan jembatan dengan kualitas yang mantap untuk melayani sirkulasi dari/ke dalam kota
Pertumbuhan penduduk serta pertumbuhan produksi kendaraan dari tahun ke tahun menunjukkan tingkat mobilitas masyarakat semakin tinggi. Tingginya mobilitas serta laju pertumbuhan ekonomi memerlukan infrastruktur yang kuat baik jalan maupun kebijakan.
Jakarta merupakan kota terpadat di Indonesia yang memiliki tingkat intensitas ekonomi dan juga tingkat stres yang tinggi, hal ini dikarenakan hampir setiap hari terjadi kemacetan. Intensitas serta volume serta pertambahan produksi kendaraan baru memberi sumbangsih terhadap kemacetan di Jakarta. Pertumbuhan kendaraan yang besar dengan tidak diimbanginya infrastruktur seperti penambahan jalan tidak akan mampu menanggulangi kemacetan yang ada di Jakarta. 
Untuk itu Pemerintah DKI menetapkan suatu sasaran, yaitu:
“Tersedianya jaringan jalan dan jembatan dengan kualitas yang mantap untuk melayani sirkulasi dari/ke dalam kota”.
Sasaran Tersedianya jaringan jalan dan jembatan dengan kualitas yang mantap untuk melayani sirkulasi dari/ke dalam kota diukur dengan IKU “Persentase rencana bangunan gedung yang lulus sidang Tim Ahli dan Persentase pelanggaran bangunan gedung yang ditertibkan”, dengan Capaian indikator kinerja rata-rata tahun 2014 sebesar 102,70%.
Indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasi capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:
Tabel 3.9
Jumlah jalan terbangun, jumlah jembatan dan presentase luas jalan
	NO
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET
	REALISASI
	%

	1
	Jumlah jalan yang terbangun
	48.893.529,08 m2
	48.495.413,97 m2
	99.19

	2
	Jumlah jembatan yang terbangun
	290
	290
	100

	3
	Persentase luas jalan dalam kondisi baik
	97.05%
	99.67%
	102.7

	Rata-rata capaian kinerja
	100.63



Untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan senilai Rp139.849.428.884,00 atau 72,48% dari Rp192.960.000.000,- anggaran yang disediakan.
Adapun beberapa hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya beberapa target antara lain :
1. Pada saat Pelelangan ada beberapa kegiatan yang waktunya terlampau sedikit sehingga pelaksanaan tidak dapat dilaksanakan
1. Pada proses pengadaan lahan, musyawarah kesepakatan harga sering dilakukan lebih dari satu kali karena masyarakat pada umumnya tidak mau dibayar sesuai NJOP.
1. Tidak optimalnya pelaksanaan koordinasi lintas sektoral terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan lahan.
Realisasi jumlah jalan yang terbangun tahun 2014 sebesar 48.495.413,97 m2 meningkat 13.407,97 m2  atau 0,02% dibandingkan realisasi  tahun 2013 sebesar 48.482.006 m2, sedangkan untuk realisasi jumlah jembatan yang terbangun tahun 2014 sebanyak 290 buah meningkat 3 buah atau 1% dibandingkan realisasi tahun 2013 sebanyak 287 buah, serta realisasi Persentase luas jalan dalam kondisi baik tahun 2014 sebanyak 99,67% relative tetap dibandingkan realisasi tahun 2013 sebesar 99,92%.
Realisasi jumlah jalan yang terbangun tahun 2014 sebesar 48.495.413,97 m2 sudah mencapai 96,89% dengan target Renstra 2017 sebesar 50.050.809,97 m2. Sedangkan jumlah jembatan yang terbangun tahun 2014 sebesar 290 buah sudah mencapai 97,97% dengan target Renstra 2017 sebesar 296 buah. Demikian pula Persentase luas jalan dalam kondisi baik tahun 2014 sebesar 99,67% sudah melampaui target Renstra tahun 2017 sebesar 98%.
Untuk mengurangi kemacetan serta menambah aktivitas ekonomi di Jakarta telah dilakukan dengan meningkatkan layanan dalam penyediaan Jalan dan Jembatan. Pembangunan/Peningkatan Jalan dan jembatan dilakukan dengan harapan agar dapat menambah tingkat road ratio sehingga dapat meminimalkan tingkat kemacetan yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta, meskipun pada kenyataannya perbandingan jalan baru dibandingkan dengan penambahan kendaraan sangatlah kecil yang disebabkan sulitnya pembebasan lahan untuk pembangunan jalan. Meskipun demikian, penambahan jalan baru tersebut bisa menambah kapasitas jalan yang dilalui oleh kendaraan dan dapat menambah pergerakan sirkulasi dari/kedalam kota.
Pemeliharaan Jalan dilakukan pada Jalan Provinsi yang merupakan Jalan Arteri Sekunder dan Kolektor Sekunder yang telah mengalami kerusakan (berlubang), biasanya disebut dengan Pemeliharaan Rutin. Sedangkan Pemeliharaan Jalan Berkala berfungsi untuk mengembalikan kondisi jalan yang rusak sehingga umur layanan jalan kembali pada umur rencananya. Jika ada jalan rusak/berlubang maka otomatis kendaraan akan mengurangi kecepatannya dan akan menimbulkan dampak kemacetan sehingga mengurangi pergerakan sirkulasi dari/ke dalam kota. Oleh karena itu Jalan rusak/berlubang harus segera diperbaiki dengan kualitas yang mantap agar pengguna kendaraan dapat nyaman dan aman dalam berkendara dan dapat mengurangi dampak kemacetan.
Realisasi Luas jalan yang terbangun pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 13.408 m2 (0,03%) dari tahun 2013 dan telah mencapai 96.90% dari target pada tahun 2017. Sedangkan jumlah jembatan yang terbangun sampai dengan tahun 2014 adalah 290 jembatan, artinya bertambah 3 jembatan dari tahun 2013. Sedangkan perbandingan realisasi IKU tahun 2014 dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2017 adalah sebesar 97.97%. Kemudian untuk Persentase luas jalan dalam kondisi baik, pada tahun 2014 telah tercapai adalah 99.67% dari jumlah total keseluruhan jalan yang ada di Provinsi DKI Jakarta, meningkat sebesar 2,62% dari tahun 2013 dengan perbandingan realisasi IKU tahun 2014 dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2017 telah mencapai 100%.
Untuk mencapai sasaran Luas Jalan Yang terbangun ini dilaksanakan kegiatan seperti :
1. Pembangunan Jalan Sejajar rel Mangga Dua - Mangga Besar
1. Pelebaran Jl. Arjuna Selatan 
1. Pelebaran Jalan Seskoal
1. Pelebaran Jalan Lingkar Kota Tua (antara lain Jl. Kemukus, Jl. Kunir)
1. Peningkatan Betonisasi Jalur Busway
1. Peningkatan jalan-jalan strategis Jakarta Barat
1. Peningkatan jalan-jalan strategis Jakarta Selatan
1. Peningkatan jalan-jalan strategis Jakarta Timur
1. Peningkatan jalan-jalan strategis Jakarta Pusat
1. Peningkatan jalan-jalan strategis Jakarta Utara
1. Peningkatan Jl. Pemuda-Pramuka
1. Peningkatan Jl. Caringin – Tomang
Pembangunan Jembatan Pada tahun 2014  adalah sebagai berikut
1. Pembangunan Jembatan di Jalan Warung Jati Barat (Kali Mampang) 
Peningkatan Jembatan Jl. Boulevard Timur - Jl. Kelapa Puan Timur 
Pelebaran Jembatan Cengkareng Drain, Jl. Daan Mogot 
Sehingga total jembatan yang terbangun sebanyak sebanyak 290 buah.
Sedangkan untuk prosentase luas jalan dalam kondisi baik seperti terlihat dalam tabel di bawah ini :
Tabel 3.10
Capaian IKU Presentase luas jalan dalam kondisi baik
	No.
	WILAYAH
	JUMLAH TITIK AWAL
	JUMLAH TITIK PERBAIKAN
	JUMLAH TITIK BARU
	TOTAL SISA

	1
	PUSAT
	428
	584
	192
	36

	2
	UTARA
	271
	278
	153
	146

	3
	BARAT
	388
	446
	270
	212

	4
	TIMUR
	350
	451
	129
	28

	5
	SELATAN
	151
	213
	99
	37

	TOTAL
	1588
	1972
	843
	459




8. Tersedianya sistem tata air yang optimal dalam mendukung upaya pengendalian banjir, banjir rob dan dampak perubahan iklim lainnya. 
Provinsi DKI Jakarta yang terletak pada posisi 6o 12’ Lintang Selatan dan 106o 48” Bujur Timur, memiliki ketinggian rata-rata + 7 meter di atas permukaan laut. Sedangkan di bagian Utara wilayah Jakarta sebagian besar berada di bawah permukaan air laut pasang, yang mengakibatkan rawan genangan, baik karena curah hujan maupun karena semakin tingginya air laut pasang (rob).
Wilayah Jakarta yang dilalui 13 aliran sungai termasuk kawasan yang rawan banjir atau genangan. Secara umum banjir di Jakarta dipengaruhi oleh topografi wilayah DKI Jakarta yang relatif datar, luapan air dan rendahnya dataran (di beberapa lokasi). Pasang air laut menghalangi aliran air ke laut disamping penurunan permukaan tanah akibat pengambilan air tanah yang berlebih, pemanfaatan bantaran sungai dan dataran banjir untuk pemukiman liar dan bertambahnya angkutan lumpur karena meningkatnya laju erosi (sedimentasi) sungai sehingga terdapat lokasi-lokasi yang dianggap rawan banjir di seluruh Jakarta.
Banjir dan genangan air merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi dalam pembangunan di DKI Jakarta. Berdasarkan faktor penyebabnya banjir yang terjadi di DKI Jakarta dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu i) banjir akibat tingginya intensitas curah hujan di wilayah hulu sungai yang menyebabkan meluapnya air sungai dan menggenangi wilayah permukiman), ii) banjir yang disebabkan tingginya intensitas curah hujan di wilayah hilir atau di Jakarta dengan topografi wilayah rendah, iii) banjir dengan genangan akibat pasang air laut (rob).
Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan tiga sasaran, yaitu:
“Jumlah Sumur Resapan (Injection well) waduk yang terbangun dan Jumlah titik genangan jalan arteri/kolektor serta Panjang Pengaman Pantai yang terbangun”.
Pada tahun 2014 untuk Indikator kinerja “Panjang pengaman pantai yang terbangun” tidak menjadi IKU Pemerintah DKI lagi, karena dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat 
Sasaran Tersedianya sistem tata air yang optimal dalam mendukung upaya pengendalian banjir, banjir rob dan dampak perubahan iklim lainnya diukur dengan IKU “Jumlah Sumur Resapan (Injection well) waduk yang terbangun dan Jumlah titik genangan jalan arteri/kolektor”, dengan Capaian indikator kinerja rata-rata tahun 2014 sebesar 134%.
Indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasi capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:
Tabel 3.11
Capaian IKU jumlah sumur resapan , titik genangan jalan dan panjang pengaman pantai
	NO
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET
	REALISASI
	%

	1
	Jumlah Sumur Resapan (Injection well) waduk yang terbangun
	4
	6
	150

	2
	Jumlah titik genangan jalan arteri/kolektor
	13
	Sisa 11 titik genangan
	118

	3
	Panjang Pengaman Pantai yang terbangun
	1100 m
	0
	0

	Rata-rata capaian kinerja
	134



Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan berbagai program dan kegiatan senilai Rp14.857.855.885,00 atau 14,85% dari Rp100.000.000.000,- anggaran yang disediakan. 
Realisasi penyerapan dana dalam hal penanganan titik genangan jalan arteri/kolektor dilaksanakan kegiatan penyelesaian genangan Arteri/Kolektor Tahun 2014 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000,- dan terserap sebesar Rp.5.630.747.985,- (56,30%), sedangkan untuk pembangunan Waduk Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana pengendali banjir yang telah dibebaskan dengan anggaran sebesar Rp. 90.000.000.000,- dan terserap sebesar Rp. 9.227.107.900,- (10,25%) kegiatan tersebut merupakan tahap awal dari pembangunan 6 buah waduk yaitu pengerukan awal sehingga baru  terserap sekitar 10%.
Realisasi jumlah waduk yang terbangun tahun 2014 sebesar 6 buah meningkat 2 buah  atau 50% dibandingkan realisasi  tahun 2013 sebesar 4 buah, sedangkan untuk realisasi jumlah titik genangan jalan arteri/kolektor tahun 2014 sebanyak 11 titik menurun 2 buah atau 15,38% dibandingkan realisasi tahun 2013 sebanyak 13 titik.
Realisasi jumlah titik genangan jalan tahun 2014 sebesar 11 titik masih cukup jauh untuk mencapai target Renstra 2017 sebesar 0 titik. 
Untuk kegiatan Pembangunan Tanggul Pantai mendukung NCICD dalam hal Panjang Pengaman Pantai yang terbangun dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000.000,- namun karena kegiatan tersebut akan dikerjakan oleh Pemerintah Pusat, maka kegiatan tersebut dimatikan. 
Tingginya intensitas curah hujan serta untuk mengantisipasi terjadinya banjir, abrasi serta perubahan iklim, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat strategi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem tata air yang terpadu, sumur resapan, serta mengelola dalam hal minimalisasi jumlah titik genangan pada jalan arteri maupun kolektor serta membangun tanggul pengaman pantai dan muara Jakarta agar limpasan air laut tidak masuk ke darat serta tidak menimbulkan abrasi yang akan mengurangi luas daratan, dan yang akan memperparah/melumpuhkan aktivitas sosial ekonomi Jakarta.
Kegiatan terkait dengan pencapaian indikator kinerja utama tersebut antara lain  melakukan penataan dan pengembangan sistem drainase perkotaan melalui pembangunan, penataan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan sistem dan saluran drainase sebagai antisipasi genangan. Dipadukan dengan pembangunan sumur-sumur resapan sebagai salah satu bentuk konservasi air tanah di Jakarta yang diharapkan sekaligus dapat mengurangi titik genangan disepanjang jalan arteri kolektor di pusat kota/kegiatan sehingga dapat mengurangi dampak kemacetan.

9. Tersedianya Pengelolaan Air Limbah Domestik Secara Optimal 
Sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan sampah, maka PD Pal harus menginventarisasi lahan IPAK Pulo Gebang dan IPAK Duri Kosambi yang sampai saat ini mesih menunggu proses serah terima dari DInas Keberhasilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada PD. Pal Jaya.
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 159 tahun 2014 tentang Masa Transisi Pengalihan Air Limbah Domestik dari Dinas  Kebersihan kepada PD. Pal jaya pada tanggal 27 Oktober 2014.
Untuk itu Pemerintah DKI menetapkan suatu sasaran, yaitu:
“Tersedianya Pengelolaan Air Limbah Domestik Secara Optimal”
Sasaran Tersedianya Pengelolaan Air Limbah Domestik Secara Optimal diukur dengan IKU “Persentase fasilitas terbangun sistem air limbah terpusat”, dengan Capaian indikator kinerja rata-rata tahun 2014 sebesar 20%.
Indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasi capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:
Tabel 3.12
Capaian IKU Inventarisasi Lahan IPAL dan Penyusunan UKL-UPL Zona 1
	No
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	%

	1
	Persentase fasilitas terbangun sistem air limbah terpusat
	Inventarisas ilahan IPAL dan penyusunan UKL-UPL IPAL Zona 1
	
	20

	Rata – rata capaian kinerja
	



Hambatan  tidak tercapainya target disebabkan:
1. PD.Pal Jaya telah mengusulkan Detail Engineering Desain (DED) sebanyak 6 zona pengembangan  jaringan pipa air limbah di Jakarta, yang saat ini masih dalam proses lelang pembuatan DED
1. IPAL jaringan pipa air limbah di Zona 1 sedang disusun DED jaringan pipa air limbah untuk dilakukan proses pelelangan terhadap pekerjaan pembangunan jaringan pipa air limbah di zona 1 oleh Kementerian Pekerjaan Umum
1. Sebagai pilot project jaringan pipa air limbah di zona 0 (kecamatan Setiabudi dan Tebet) dan penambahannya oleh PD.Pal Jaya, dimana jaringan pipa air limbah zona 0 (existing) baru mencapai 4% untuk seluruh wilayah Jakarta.

10. Tersedianya Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan yang Melayani Semua Wilayah Kota 
Sesuai arahan strategis dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terangkum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)  Tahun 2005-2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2017, secara garis besar kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih mengarah pada:
1. Peningkatan Cakupan Pelayanan dengan meningkatkan ketersediaan air bersih dan atau air curah di wilayah DKI Jakarta,
1. Peningkatan Ketahanan Air di wilayah DKI Jakarta,
1. Pengalihan penggunaan air tanah dangkal maupun air tanah dalam menjadi air perpipaan,
1. Pelayanan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), termasuk Kepulauan Seribu.
Berpijak pada kebijakan strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut, arahkebijakan Perusahaan PAM JAYA  yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang (RJP) 2014-2018 diprioritaskan diantaranya terhadap  4 butir  di atas.
Untuk itu Pemerintah DKI menetapkan suatu sasaran, yaitu
“Tersedianya Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan yang Melayani Semua Wilayah Kota (PDAM)”
Sasaran Tersedianya Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan yang Melayani Semua Wilayah Kota (PDAM) diukur dengan IKU “Cakupan pelayanan air minum perpipaan”, dengan Capaian indikator kinerja rata-rata tahun 2014 sebesar 103,44%.
Indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasi capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:
Tabel 3.13
Capaian IKU cakupan pelayanan air minum perpipaan
	Indikator kinerja
	Target
	Realisasi
	% Capaian

	
	
	
	

	1
	Cakupan pelayanan air minum perpipaan
	58
	60
	103,44%

	
	
	
	
	



Realisasi Cakupan Pelayanan di DKI Jakarta pada tahun 2014 adalah sekitar 60%, dihitung berdasarkan rasio antara Populasi Terlayani terhadap total jumlah penduduk kota Jakarta. 
Adapun Populasi Terlayani hanya diperhitungkan terhadap Pelanggan Domestik, baik yang menggunakan Sistem Perpipaan maupun Non Perpipaan antara lain:  Rumah Tangga, Rumah Susun dan Kondominium, Usaha Kecil/Menengah dalam Rumah Tangga, Hidran & Ledeng Umum, Station Air & Mobil Tangki, Asrama, dll.
Walaupun sudah melampaui target, namun masih belum optimalnya  Cakupan Pelayanan air minum di DKI Jakarta  dikarenakan terbatasnya ketersediaan air baku dan atau air bersih yang memasok kota Jakarta untuk  memenuhi  aspek 4K (kualitas, kuantitas, kontiunitas, dan keterjangkauan).
Di sisi lain, Ketahanan Air di Jakarta juga masih rendah dimana hanya 2-3% kebutuhan air baku diambil dari sumber air di dalam DKI Jakarta, yaitu IPA Cilandak berkapasitas 400 liter/detik yang air bakunya dipasok dari Kali Krukut, 80% air baku dipasok dari Jatiluhur dan 16% air bersih dipasok dari Tangerang.
Berkenaan dengan hal tersebut, PAM JAYA telah melakukan kegiatan kajian mengenai Rencana Penambahan Air Baku dan atau Air Bersih antara lain:
1. Air Curah (Treated Water)
1. Waduk Jatiluhur sebesar 4.000 lps, yang direncanakan selesai tahun 2016 
Air Bersih/Produksi
1. IPA Banjir Kanal sebesar 550 lps, yang direncanakan selesai tahun 2015. 
IPA Pesanggrahan sebesar 600 lps, yang direncanakan selesai 2015. 
IPA Jembatan Besi sebesar 300 lps, yang direncanakan selesai 2015. 
IPA Pejaten sebanyak 100 lps yang direncanakan selesai 2015. 
Pada tahun 2015 ditargetkan Cakupan Pelayanan mencapai  68,48%. Target ini dapat tercapai jika Rencana Penambahan Air Baku dan atau Air Bersih tersebut di atas dapat terealisasi dan ketersediaan dana investasi untuk percepatan pelayanan terpenuhi.
Secara garis besar, pendistribusian air bersih/minum tahun 2014 dilakukan melalui 2 (dua) sistem, yaitu:
1. Sistem Perpipaan
1. Sambungan Langsung sebanyak 803.063 sambungan
1. Hidran sebanyak 501 sambungan
1. Master Meter sebanyak 37 sambungan
Sistem Non Perpipaan
1. Stasiun Air Swasta sebanyak 6 unit
1. Stasiun Air PAM JAYA sebanyak 3 unit
Sambungan Hidran dilakukan apabila suatu area belum terdapat jaringan. Namun apabila kemudian di area tersebut dibangun jaringan perpipaan air minum, maka sambungan Hidran tersebut akan ditutup karena pelayanan air minum diarahkan untuk menggunakan  sambungan langsung perpipaan.

11. Tersedianya pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan pada tingkat kota dan kawasan permukiman
Dalam mewujudkan Jakarta baru sebagai kota modern yang bersih, penyediaan pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan merupakan tekad pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta.  Hal ini dicapai dengan peningkatan kinerja pengelolaan persampahan.
Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah bahwa sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga sebelum diangkut ke TPST atau TPA dilakukan pengelolaan.  Pengelolaan ini meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah.
Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi, dan capaian kinerjanya dalam tahun 2014 diuraikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 3.14
Capaian IKU presentase sampah dalam kota yang tertangani dan pengurangan 
timbunan sampah
	NO
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET
	REALISASI
	%

	1
	Persentase sampah dalam kota yang dapat tertangani secara tepat waktu
	93%
	84,23%
	90,57%

	2
	Persentase pengurangan timbunan sampah di sumber
	14%
	9,48%
	67,71%

	Rata-rata capaian kinerja
	79,14%



Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan berbagai program dan kegiatan senilai Rp1.037.259.106.419,- 78,51% dari Rp1.321.183.855.793,- anggaran yang disediakan.
Penanganan sampah yang dilakukan meliputi pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah dan Pemrosesan akhir sampah.
Pemilahan sampah dilakukan melalui kegiatan pengelompokkan sampah pada wadah sesuai dengan jenis sampah; sampah organik, sampahan organik dan sampah yang mengandung bahan beracun dan berbahaya.  Setiap rumah tangga wajib melakukan kegiatan pemilahan sampah.  Pengumpulan sampah yang banyak diterapkan untuk daerah pemukiman di Provinsi DKI Jakarta adalah pola pengumpulan individual tidak langsung yaitu dengan pengelolaan dibawah RT/RW setempat.
Pengangkutan sampah ke tempat pemrosesan akhir sampah yang menjadi Dinas Kebersihan dilakukan dengan melibatkan pihak swasta.  Kerjasama dengan pihak swasta ini antara dilaksanakan melalui kegiatan Penanganan Jasa Kebersihan oleh Swasta di 42 (empat puluh dua) Kecamatan, Sewa kendaraan dan alat berat untuk penanganan sampah sungai/kali, danau, situ, dan waduk di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.  Bentuk kemitraan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah dan pelayanan masyarakat di bidang kebersihan.
Realisasi capaian outcome Persentase sampah dalam kota yang dapat tertangani secara tepat waktu adalah sebesar 90,57% dari target 93%.  Dari timbulan sampah sebesar 6.902,41 ton/hari dapat diangkut dan diolah 5.814,23 ton/hari sampah atau sebesar 2.122.195,56 ton dalam setahun.
Target yang ditetapkan dalam penanganan sampah belum dicapai antara lain karena:
1. Mulai tahun 2014 terjadi perubahan pola pengangkutan yang semula lebih mengandalkan swastanisasi menjadi pola pengangkutan yang lebih menekankan cara swakelola. Perubahan ini kurang diantisipasi sehingga terjadi ketidaksiapan penanganan di awal tahun. 
Pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Kebersihan dan kerjasama swasta merupakan pekerjaan operasional yang tidak boleh terhenti. Namun pada kenyataannya keterbatasan anggaran dan adanya kendala dalam proses pelelangan sering kali berpengaruh terhadap kinerja penanganan sampah.
Meskipun demikian realisasi persentase sampah dalam kota yang dapat ditangani secara tepat waktu pada tahun 2014 ini lebih besar dari pada capaian tahun 2013 dimana realisasi sampah yang Realisasi sampah yang terangkut adalah sebesar 5.627,80 ton/hari dari timbunan sampah sebesar 6.481.65ton/hari atau mencapai 87,73%
Pengurangan sampah mulai dari sumber merupakan solusi yang dipilih pemerintah dalam memecahkan permasalahan sampah. Pengurangan sampah dilakukan melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Peraturan ini mengubah konsep pengelolaan sampah Jakarta dari kumpul-angkut-buang menjadi pengelolaan sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) berbasis masyarakat.
Setiap orang wajib melaksanakan pengurangan sampah dengan cara menggunakan sedikit mungkin kemasan, menggunakan kemasan dan/atau produk yang dapat dimanfaatkan kembali, menggunakan kemasan dan/atau produk yang ramah lingkungan dan memanfaatkan kembali sampah secara aman.Pengurangansampah di sumber ditingkatkan dengan mendorong masyarakat atau kelompok masyarakat mendirikan Sentra 3R atau Bank Sampah dan terlibat aktif menjadi nasabah pada Sentra 3R ataupun Bank Sampah yang ada.
Dinas Kebersihan telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah sejak dini di sumber sampah. Upaya-upaya yang dilakukan, antara lain:
1. Kampanye 3R dan Bank Sampah
1. Pembinaan Bank Sampah
1. Pembinaan Pengelolaan Sampah dan Komposting
Realisasi pencapaian outcome untuk IKU pengurangan sampah di sumber pada tahun 2014 adalah 9,48% atau sebesar 67,7% dari target 14% yang ditetapkan. Data realisasi ini didukung kajian yang dilakukan tentang Studi Pola Pengangkutan Sampah dari Sumber ke TPS yang dilaksanakan di tahun 2014 ini.  Dari studi ini dapat diketahui terdapat 6.248 ton/hari sampah yang terkumpul di TPS dari 6.902,41 ton/hari timbulan sampah.
Pengurangan sampah di sumber dapat lebih optimal bila bank sampah dan nasabahnya semakin bertambah dan bank-bank sampah yang ada tetap aktif (tetap mengolah sampah). Pada kenyataannya titik binaan yang ada tidak beroperasi secara kontinu karena masih bersifat sukarela dari masyarakat, belum merupakan suatu kegiatan yang dapat dijadikan sumber pendapatan bagi masyarakat. Banyak faktor yang mempengaruhi keberadaan bank sampah yang pada akhirnya akan mempengaruhi pengurang timbulan sampah di sumber, antara lain adalah:
1. Masih kurang massive penyebaran Bank sampah
1. Belum terbentuknya suatu sistem bank sampah yang komprehensif dan dapat menghubungkan antara stake holder dalam pengelolaan bank sampah
1. Perilaku masyarakat yang belum peduli terhadap pemanfaatan sampah, termasuk tidak peduli terhadap pemilahan sampah dan upaya-upaya 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
Kesadaran masyarakat perlu terus dibangun dan ditingkatkan sehingga pengurangan sampah di sumber bukan hanya dilihat dari keaktifan masyarakat dalam memanfaatkan kembali sampahnya tetapi juga dapat dilihat dari produk sampah per kapita yang semakin menurun. Proses penyuluhan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah terpadu dengan metode 3R secara mandiri sedangkan pendampingan dilakukan untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan 3R.

12. Berkurangnya pencemaran lingkungan (air, tanah dan udara) di wilayah kota Jakarta 
Pencemaran lingkungan yang meliputi pencemaran air, tanah maupun udara, merupakan masalah krusial di DKI Jakarta. Untuk itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2012 melalui RPJMD 2013-2017 telah menetapkan penurunan tingkat pencemaran terhadap air, tanah, dan udara di wilayah kota Jakarta sebagai salah satu sasaran utama.
Indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasi capaiannya diuraikan dalam tabel berikut :
Tabel 3.15
Capaian IKU penurunan gas rumah kaca dengan baseline dan presentase status 
mutu air tercemar
	No
	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
	Target
	Realisasi 
	%

	1
	Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca dengan baseline emisi GRK tahun 2005
	5%
	6,71%
	132

	2
	Persentase status mutu air tercemar berat :
	
	
	

	
	- sungai
	63%
	32%
	149,21

	
	- situ/waduk
	35.50%
	28%
	121,13

	
	- air tanah
	10%
	0%
	200

	
	- laut/teluk
	16%
	38.60%
	-43,75



Untuk mencapai sasaran diatas, pada tahun 2014 telah dianggarkan sejumlah program kegiatan anggaran sebesar Rp. 4,557,750,000 dengan realisasi sebesar Rp. 4,006,415,716 atau 87.11%
Dalam rangka pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 30% Tahun 2030 di Jakarta, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2012  tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). Dalam lampiran Pergub ini disebutkan bahwa tahun dasar perhitungan emisi GRK adalah tahun 2005 dengan baseline emisi sebesar 34,67 juta ton CO2e dan proyeksi emisi GRK pada tahun 2030 (BAU=Business As Usual) sebesar 113,94 juta ton CO2e. Target penurunan emisi GRK tahun 2030 di Jakarta adalah sebesar 34,18 juta ton CO2e yang dapat dicapai melalui berbagai aksi mitigasi yang dilakukan oleh SKPD dan UKPD.
Realisasi pelaksanaan mitigasi GRK pada tahun 2014 berhasil menurunkan emisi GRK sebesar 3.25 juta ton CO2e atau sebesar 2,85%. Dengan demikian sampai akhir tahun 2014 penurunan emisi GRK di Provinsi DKI Jakarta sudah mencapai 6,71%. Artinya target 5% di tahun 2014 terhadap sasaran mitigasi GRK yang tertuang dalam RAD-GRK DKI Jakarta tahun  2005-2030 sudah tercapai. 
Dari berbagai aksi mitigasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terdapat 3 kegiatan pembangunan yang berkonstribusi terbesar dalam mitigasi GRK di DKI Jakarta. Ketiga kegiatan tersebut adalah Program Substitusi Minyak Tanah dengan LPG untuk Rumah Tangga, pemanfaatan gas metan yang dihasilkan dari penimbunan sampah di TPA Bantar Gebang sebagai bahan bakar landfill gas dan pemanfaatan biodiesel sebagai campuran minyak solar dalam biosolar. Selain itu aksi mitigasi yang sudah dapat dihitung adalah lampu PJU hemat listrik, lampu PJU PLTS, PLTS Pulau Seribu, gedung PLTS, green building, busway. 
Beberapa kendala yang terjadi dalam penurunan emisi GRK disebabkan beberapa faktor antara lain belum terlaporkannya semua aksi mitigasi yang terjadi, adanya perubahan rencana aksi mitigasi, adanya aksi mitigasi yang belum tercantum dalam RAD-GRK DKI Jakarta, adanya perubahan metodologi, perbedaan faktor emisi, dan lain-lain. Pelaporan aksi mitigasi GRK harus ditunjang oleh data teknis, tanpa adanya data teknis yang akurat, karena laporan mitigasi tersebut akan diaudit oleh lembaga indenpenden yang bersertifikat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 tahun 2013 tentang Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.
Penurunan emisi pada tahun 2014 yang mencapai 6,71% jauh lebih baik dibanding tahun 2013 yang hanya turun sebesar 3,86%. Demikian juga jika dibandingkan dengan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca sampai dengan tahun tahun 2017,  kinerja penurunan emisi Gas Rumah Kaca pada tahun 2014 sudah mencapai  83.87%  dari target akhir Renstra 2017 yang sebesar 8% (6.71 / 8 x 100%). 
Kegiatan-kegiatan yang terkait dalam mencapai penurunan emisi Gas Rumah Kaca adalah Evaluasi Target Pencapaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Pembinaan Implementasi Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca  (RAD-GRK), Pelaksanaan Program  Perlindungan Lapisan Ozon  (PLO), Inventori Gas Rumah Kaca, Implementasi Program  Kampung Iklim, dan Diseminasi Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim  (RAD-API) Tingkat Provinsi DKI Jakarta.
Permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan urusan lingkungan hidup juga masih dihadapkan pada besarnya beban pencemar lingkungan pada sumber daya air terutama pada perairan teluk Jakarta yang merupakan muara dari aliran sungai-sungai  baik di hulu maupun hilir Jakarta. Dimana beban pencemar tersebut berasal dari limbah kegiatan usaha (instansional) dan lebih dominan dari limbah rumah tangga (domestik).
Metode Indeks Pencemaran digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran relatif terhadap parameter kualitas air yang diizinkan. Indeks Pencemaran (IP) ditentukan untuk suatu peruntukkan, kemudian dapat dikembangkan untuk beberapa peruntukkan bagi seluruh atau sebagian badan air. Metode ini dapat langsung menghubungkan tingkat ketercemaran dengan  dapat atau tidaknya badan air dipakai untuk penggunaan tertentu dan dengan nilai parameter-parameter tertentu. Evaluasi terhadap nilai IP adalah berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.
Prosentase status mutu air didapatkan dengan cara membandingkan jumlah titik sampel yang berdasarkan perhitungan metode Indeks Pencemaran (IP). Yaitu perbandingan jumlah titik sampel tercemar berat dengan jumlah total titik sampel dikalikan dengan 100%.
Hasil pemantauan terhadap kualitas air sungai, didapatkan prosentase rata-rata dari 5 (lima) periode pemantauan untuk 80 titik sampel per periode untuk kategori tercemar berat dengan metode Indeks Pencemaran (IP) adalah 32%. 
Untuk Air Situ/Waduk, didapatkan prosentase rata-rata dari 2 (dua) periode pemantauan untuk untuk kategori tercemar berat dengan metode Indeks Pencemaran (IP) adalah 28%. Dengan jumlah situ/waduk yang masuk kategori tercemar berat pada pemantauan periode pertama dan kedua sebanyak 11 situ/waduk dari 40 situ/waduk yang dipantau. 
	Hasil pemantauan terhadap kualitas air tanah, didapatkan prosentase rata-rata dari 2 (dua) periode pemantauan untuk untuk kategori tercemar berat dengan metode Indeks Pencemaran (IP) adalah 0%. Dimana dari 150 titik pantau tidak ada yang masuk kategori tercemar berat.
Sementara hasil pemantauan terhadap kualitas perairan laut dan muara teluk Jakarta, didapatkan prosentase rata-rata dari 3 (tiga) periode pemantauan untuk 33 titik sampel untuk kategori tercemar berat dengan metode Indeks Pencemaran (IP) adalah 39%. 
Meskipun demikian data tersebut  hanya berdasarkan data hasil sampling pada saat dilakukan sampling di titik tersebut. Oleh karena itu data realisasi dapat berubah naik atau turun tergantung kondisi pada saat dilakukan sampling di titik tersebut.
Untuk tahun 2014 terdapat penurunan tingkat tercemar berat pada sungai, situ/waduk dan air tanah dari yang ditargetkan. Sedangkan untuk laut/teluk terjadi peningkatan tingkat tercemar berat. Tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar 47%, status mutu air laut/teluk yang tercemar berat di tahun 2014 (38.60%) mengalami penurunan sebesar 8,4%.
Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2017, status mutu sungai tercemar berat baru mencapai 53.33% (32%/60%), Situ/Waduk baru mencapai 86.15% (28%/32.5%), Air tanah tercemar berat sudah 0%, sementara untuk status tercemar berat laut/teluk masih tinggi. Realisasi tercemar berat di tahun 2014 masih 39% sedangkan target akhir Renstra adalah 13%.
Solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi status air tercemar berat antara lain dengan percepatan pembangunan saluran perpipaan limbah domestik secara terpadu diseluruh DKI Jakarta serta meningkatkan kinerja tugas dan fungsi dari setiap SKPD yang berkaitan dengan penanganan air limbah baik dari kegiatan usaha maupun air limbah domestik (rumah tangga).
Kegiatan-kegiatan di BPLHD yang menunjang penurunan status air tercemar berat adalah Pemantauan Kualitas Air Sungai, Pemantauan kualitas air situ/Waduk, Pemantauan kualitas Air Tanah dan Pemantauan Kualitas Perairan Laut dan Muara  Teluk  Jakarta.


13. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan kelembagaan pemerintah daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana dan dampak perubahan iklim 
Fungsi Pemerintah dalam penanggulangan bencana adalah pemberian bantuan sosial kepada korban bencana seperti tempat pengungsian, makanan, pakaian, peralatan dapur dan kebutuhan pokok lainnya sampai dengan pendampingan psikologis korban bencana.
Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi, dan capaian kinerja nya dalam tahun 2014 diuraikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 3.16
Capaian IKU jumlah tagana dan Organisasi Masyarakat Peduli Bencana
	NO
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET
	REALISASI
	%

	1
	Taruna Siaga Bencana (Tagana)
	3.500 orang
	2.760 orang
	78,86

	2
	Jumlah Organisasi Masyarakat Peduli Bencana
	60 organisasi
	
	

	Rata-rata capaian kinerja
	


Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.1.175.000.000 dengan realisasi pada tahun 2014 sebedar Rp. 1.149.089.005 (97,8%)
Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan bencana terus ditingkatkan salah satu nya ialah meningkatkan aksesibilitas serta respon penanganan bencana yang terjadi di DKI Jakarta. Kondisi kemacetan lalu lintas serta jalanan yang tergenang banjir menuntut aparatur Pemerintah Provinsi DKi Jakarta melakukan langkah antisipatif. Upaya ini antara lain dilakukan dengan mendekatkan fasilitas dapur umum mandiri hingga kelokasi/ titikrawan, meningkatkan partisipasi relawan social bencanayang  kerap disebut Tagana (Taruna Siaga Bencana) hingga program Kampung Siaga Bencana.
Jumlah  tagana yang aktif pada tahun 2014 adalah sebanyak 2.760 orang dari rencana sebayak 3.500 orang atau mencapai 78,86%. Meskipun demikian sejak tahun 2012 responstime penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial telah mencapai 3 jam. Hal ini berarti bahwa Dinas Sosial dapat memberikan bantuan kepada korban bencana seperti penyiapan tenda pengungsian dan makanan siap saji dalam waktu 3 jam.
Target responstime penanggulangan bencana selama 3 jam pada tahun 2014 dapat tercapai karena adanya upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam peningkatan SDM penanganan bencana seperti peningkatan kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana), pelatihan Satuan Petugas Bencana (Satgasos) serta memberikan pelatihan pengelolaan dapur umum kepada masyarakat (PKK, Karang Taruna, PSM). Dinas Sosial juga memberikan bantuan peralatan dapur umum mandiri dan bahan pangan di lokasi titik rawan bencana.  Sehingga masyarakat dapat mengelola secara mandiri dapur umum dalam rangka penyediaan makanan siap saji dalam kondisi tanggap darurat tanpa menunggu bantuan makanan siap saji dari Dinas Sosial maupun Suku Dinas Sosial.  Saat ini lokasi titik rawan bencana yang sudah mendapat bantuan peralatan dapur umum mandiri sebanyak 126 lokasi.
Pada tahun 2012 jumlah Tagana di Provinsi DKI Jakarta adalah 1.863 orang sedangkan tahun 2013 jumlah tagana di provinsi DKI Jakarta ditambah dengan petugas sosial dari masyarakat yang diberikan pelatihan penanganan bencana menjadi 2.260 orang, sedangkan tahun 2014 jumlah Tagana di Provinsi DKI Jakarta meningkat menjadi 2.760 orang. Untuk tahun 2017, ditargetkan jumlah Tagana dan masyarakat yang terampil dalam penanganan bencana sebanyak 2.798 orang, sehingga sampai dengan 2014 target tersebut telah mencapai 98,6%
Indikator output yang mendukung capaian Responstime Penanggulangan Bencana selama 3 jam adalah :
1. Pembentukan Kampung Siaga Bencana sebanyak 7 lokasi
1. Pengadaan Dapur Umum Mandiri di lokasi titik rawan bencana sebanyak 20 lokasi titik rawan
1. Peningkatan kompetensi Tagana sebanyak 150 orang
1. Piket siaga bencana 24 jam
1. Satuan Petugas Bencana yang mendapat pelatihan dasar penanganan bencana di 5 wilayah kota sebanyak 500 orang.
Kampung Siaga Bencanan merupakan penanganan bencana berbasis masyarakat.  Bentuk kegiatan Kampung Siaga Bencana meliputi Pelatihan dan Simulasi  Penanganan Bencana, Pengadaan Peralatan dan Logistik, dan Pengadaan Dapur Umum Mandiri Kampung Siaga Bencana
Pencapaian target kinerja tersebut didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan antara lain :
1. Pengadaan Dapur Umum Mandiri di lokasi titik rawan bencana
Peningkatan Kompetensi Tagana
Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana tingkat provinsi
Pengembangan dan Kemandirian Kampung Siaga Bencana
Pelatihan Satgasos Penanggulangan Bencana
Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Tingkat Kota.

14. Tersedianya rumah layak dan terjangkau untuk semua kelompok masyarakat 
Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang penyediaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemenuhan kebutuhan rumah masih dihadapkan pada masalah penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Jakarta. Sementara kebutuhan rumah terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan keluarga baru. Pemenuhan kebutuhan rumah dihadapkan pada keterbatasan lahan di wilayah Jakarta. Sehingga penyediaan kebutuhan rumah oleh pemerintah dan swasta lebih banyak dibangun secara vertikal dibandingkan dengan rumah horizontal yang membutuhkan lahan besar. Namun, penyediaan hunian secara vertikal masih dihadapkan pada adanya kesenjangan budaya masyarakat yang belum terbiasa tinggal di hunian vertikal.
Indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasi capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:
Tabel 3.17
Capaian IKU Presentase jumlah kebutuhan tempat tinggal yang terpenuhi
	NO
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET
	REALISASI
	%

	1
	Persentase jumlah kebutuhan tempat tinggal yang terpenuhi
	700 Unit

	1109 unit
	158,43 %

	Rata-rata capaian kinerja
	



Untuk mencapai target tersebut Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan berbagai kegiatan dengan sasaran dan indikator kinerja pada Tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut :
Tabel 3.18
Jumlah unit Rusunawa yang terbangun (APBD)
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Target
	Program Kegiatan
	Anggaran
	Realisasi

	Pengembangan rumah susun sewa
	Jumlah unit Rusunawa yang terbangun (APBD)
	700 Unit
	Program penyediaan perumahan rakyat
	
	1.109 Unit

	
	
	
	Pembangunan Rumah Susun Jatinegara Kaum Blok 1 dan Blok 2
	29.590.999.998
	200 Unit

	
	
	
	Pembangunan Rumah Susun Tambora Tower A, Tower B dan Tower C
	190.163.049.999
	549 Unit

	
	
	
	Pembangunan Rumah Susun Pulo Gebang Blok 5 dan Blok 6
	29.590.999.998
	160 Unit

	
	
	
	Pembangunan Rumah Susun Cipinang Besar Selatan Blok 4 dan Blok 5
	27.390.999.999
	200 Unit



Sejak tahun 1994, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan pembangunan perumahan dalam bentuk rumah susun sederhana bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah melalui kegiatan pembangunan rumah susun sederhana sewa beli/milik. Namun dengan banyaknya permasalahan yang timbul dalam pengelolaan dan penghunian rusun sewa beli, sehingga mulai tahun 2001 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk sementara waktu hanya membangun Rumah Susun Sederhana Sewa (rusunawa).
Sesuai dengan penjelasan Undang-undang No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun, Pemerintah juga dapat membangun rumah susun untuk keperluan Pemerintah sendiri (kebutuhan khusus). Hal ini sejalan dengan arah Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan Ketersediaan Rumah Susun untuk memenuhi kebutuhan penduduk berpenghasilan rendah.
Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir perhitungan kekurangan kebutuhan
rumah (backlog) mencapai 700.000 atau sekitar 70.000 rumah setiap tahunnya. Untuk itu pada tahun 2014 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memulai pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di 4 lokasi yaitu:
a. Jatinegara Kaum
b. Tambora
c. Pulo Gebang
d. Cipinang Besar Selatan
Masing-masing lokasi akan di bangun 3 Tower dan 6 Blok sehingga akan tersedia sebanyak 1.109 Unit, Pembangunan Rusun ini dilakukan secara Multi Years sehingga untuk tahun 2014 telah terbangun struktur sesuai dengan yang direncanakan.

15. Tertatanya kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat (perbaikan kampung)
Permasalahan lainnya terkait kondisi dan kualitas lingkungan adalah permukiman yang kurang sehat dan tertata. Meskipun luas permukiman kumuh cenderung menurun dan menjadi 5.050 hektar pada tahun 2008, namun peningkatan kualitas lingkungan permukiman perlu terus dilakukan untuk mencegah terjadinya permukiman kumuh baru. Selain itu masih banyak kawasan permukiman kumuh liar yang menempati lahan publik misalnya sepanjang bantaran sungai, rel kereta api, waduk dan lahan kosong.
Indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasi capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:
Tabel 3.19
Capaian IKU jumlah RW kumuh yang tertata
	NO
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET
	REALISASI
	%

	1
	Jumlah RW kumuh yang tertata
	100
	83
	83%

	Rata-rata capaian kinerja
	



Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan berbagai program dan kegiatan senilai Rp. 43,716,783,350 atau 81.78% dari Rp. 53,456,552,812 anggaran yang disediakan.
Terbatasnya kemampuan Pemprov DKI Jakarta dalam penyediaan lahan perumahan yang siap bangun dan relatif rendahnya kemampuan finansial masyarakat untuk membiayai pembangunan perumahan mengakibatkan terbentuknya kawasan-kawasan kumuh pada beberapa bagian kota. Dalam rangka penataan lingkungan permukiman, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan program perbaikan kampung, dengan memprioritaskan peremajaan kawasan-kawasan kumuh secara bertahap.
Penataan Kawasan Permukiman dilakukan di 5 wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Kota Kepulauan Seribu melalui Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (SDPGP). Berikut dapat dijelaskan pencapaian dari masing-masing wilayah.
a. Penataan RW Kumuh di Wilayah Jakarta Pusat
Di Tahun 2014, sebanyak 36 RW kumuh tertangani.  
b. Penataan RW Kumuh di Wilayah Jakarta Utara
Di Tahun 2014, sebanyak 13 RW kumuh tertangani. 
c. Penataan RW Kumuh di Wilayah Jakarta Timur 
Di Tahun 2014, sebanyak 10 RW kumuh tertangani.
d. Penataan RW Kumuh di Wilayah Jakarta Selatan
Di Tahun 2014, sebanyak 7 RW kumuh tertangani.
e. Penataan RW Kumuh di Wilayah Jakarta Barat
Di Tahun 2014, sebanyak 12 RW kumuh tertangani.
f. Penataan RW Kumuh di Wilayah Kepulauan Seribu
Di Tahun 2014, sebanyak 5 RW kumuh tertangani.
Jumlah RW kumuh yang sudah ditata pada tahun 2014 mencapai 83 RW Kumuh. 
Program perbaikan kampung adalah program yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan lingkungan permukiman di permukiman yang sebagian besar dihuni oleh masyarakat golongan berpenghasilan menengah ke bawah. Hal ini disebabkan karena kondisi perumahan di wilayah DKI Jakarta sebagian besar adalah permukiman padat dan kumuh.
Perbaikan Kampung pada dasarnya adalah usaha meningkatkan mutu kehidupan masyarakat kampung melalui Konsep Pembangunan Tri Bina, yaitu Bina Sosial, Bina Ekonomi dan Bina Fisik Lingkungan. Konsep ini lebih darahkan pada peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan permukiman.

16. Meningkatnya Luasan dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau Publik dan Privat di Jakarta
Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan elemen penting dalam pembangunan untuk meningkatkan kualitas ruang kota agar lebih asri, nyaman dan sehat. Sebagai sebagai salah satu fasilitas sosial bagi masyarakat RTH merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, karena ketersediaan lingkungan yang baik merupakan prasyarat penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas.
Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi, dan capaian kinerjanya dalam tahun 2014 diuraikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 3.20
Rasio RTH dan jumlah taman kreatifitas publik
	NO
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET
	REALISASI
	%

	1
	Rasio ruang terbuka hijau terhadap luas perairan di darat (daratan)
	4,26%
	4,15%
	97%

	2
	Jumlah lokasi RTH yang digunakan sebagai taman kreativitas publik
	14 Lokasi
	6 Lokasi
	43%

	R  Rata-rata capaian kinerja
	70%



Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan berbagai program dan kegiatan senilai Rp423,833,888,714 atau 22% dari Rp1,932,291,580,536 anggaran yang disediakan.
Dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTH didefinisikan sebagai area memanjang / jalur dan / atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah, maupun yang sengaja ditanam. Untuk wilayah DKI Jakarta, Pengelolaan RTH dilakukan oleh beberapa Dinas yaitu Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Kelautan dan Pertanian serta Dinas Olahraga. Mengingat jenis RTH yang cukup beragam maka sebenarnya masih terdapat beberapa pihak luar yang juga turut melakukan pengelolaan RTH, baik yang berasal dari sektor swasta maupun dari sektor pemerintah. Hal ini menyebabkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sering mengalami kesulitan untuk mengetahui secara pasti mengenai berapa jumlah capaian RTH publik untuk seluruh wilayah DKI Jakarta.
Data capaian RTH tersebut adalah data RTH yang dikelola oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman dari hasil pembebasan lahan berupa Taman, Jalur Hijau dan Makam. Jumlah lahan yang di bebaskan pada tahun 2014 adalah sebesar 8,54 Ha sehingga total RTH saat ini adalah adalah 2.748 Ha (4,15% dari luas daratan) dengan komposisi terbanyak ada di RTH Taman sebesar 72% atau 1.986 Ha di 2.302 Lokasi, RTH Jalur 6% atau 1.682 Ha kemudian RTH makam 22% atau 594,5 Ha.
Pada tahun 2014 direncanakan pembebasan lahan di 66 lokasi, namun pada perealisasiannya hanya 33 lokasi yang berhasil dibebaskan dimana terdapat 33 lokasi lahan yang batal. Dari 33 lokasi lahan yang dibebaskan didapat sekitar 137.588 m atau 13,75 Ha dengan proporsi lahan terbanyak adalah RTH Taman sebanyak 88% dan RTH Makam 12%, adapun wilayah pembebasan lahan terbanyak ada di Jakarta Timur dan Selatan.
Sulitnya merealisasikan Penyediaan RTH publik di provinsi DKI Jakarta disebabkan oleh terbatasnya lahan yang dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau sehingga upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan luasan RTH Publik adalah dengan melakukan pembebasan lahan milik privat yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai ruang terbuka hijau. Adapun Penyebab pembatalan pembebasan lahan terbanyak di tahun 2014 antara lain disebabkan oleh dokumen yang tidak lengkap, tidak ada dokumen, tidak ada surat keterangan tidak sengketa dari kelurahan, salah nomenklatur, tidak terjadi kesepakatan harga, dll.
Jika dilihat dari rata-rata pertahunnya, umumnya Dinas Pertamanan dan Pemakaman membebaskan lahan kurang lebih 10 Ha pertahun, seperti terlihat pada grafik perbandingan pembebasan lahan dengan target selama tahun 2012 -2014. Sulitnya mencapai target RTH 50 Ha/tahun seperti yang dicanangkan dalam RPJMD DKI Jakarta 2013-2017 disebabkan oleh belum adanya acuan perencanaan mengenai data dan lokasi lahan yang seharusnya dapat menjadi prioritas untuk dibebaskan. Tidak adanya acuan menyebabkan rencana pengadaan RTH tidak memiliki payung hukum sehingga berimbas pada pembelian lahan yang hanya bisa dilakukan dengan harga NJOP.

Grafik 3.3
Grafik perbandingan pembebasan lahan Antara target dan capaian 2012-2014


Sumber : Dinas Pertamanan dan Pemakaman, 2014

Prosentase penambahan RTH dari tahun 2011 hingga 2014 ditunjukan oleh grafik dibawah yang menggambarkan peningkatan RTH setiap tahun. Prosentase Penambahan dari 2012 hingga 2014 hanya berkisar 0,01% setiap tahunnya, hanya di tahun 2011 prosentase yang mengalami peningkatan cukup besar yakni 0,08%.
	Grafik 3.4
Prosentase penambahan RTH Pertamanan dan Pemakaman

Sumber : Dinas Pertamanan dan Pemakaman, 2014

Jika dibandingkan dengan target akhir renstra maka perbandingan Antara capaian 2014 dengan capaian yang harus dicapai hingga akhir than 2017 adalah 48,03% dari target sebesar 51,97%. Hal ini berarti perlu peningkatan jumlah RTH sebanyak 2x lipat lebih dari capaian 2013-2014 selama 2015 hingga 2017.
Taman Kreativitas Publik merupakan ruang terbuka publik yang melalui beragam interaksi yang terjadi di dalamnya mampu merangsang terjadinya proses kreatif dan mampu mendorong peningkatan ekonomi lokal di masyarakat. Penyediaan Taman Kreativitas publik merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas RTH sebagai ruang sosial.
Penyediaan Taman Kreativitas Publik meliputi kegiatan pembangunan RTH Taman dan peningkatan kualitas taman. Jumlah lokasi taman kreativitas public yang direncanakan di tahun 2014 adalah 14 lokasi dengan yang terealisasi sebanyak 6 lokasi atau 43%. Sulitnya perealisasian pembangunan taman kreativitas publik disebabkan oleh belum adanya pedoman dan literature yang jelas mengenai taman kreativitas publik. Selain itu batalnya pembangunan juga disebabkan oleh gagalnya proses lelang di ULP yang menyebabkan tersendatnya rencana pembangunan taman kreativitas public di tahun 2014.
Penyediaan taman Kerativitas Publik ini baru dapat terlaksana pada tahun 2014 ini karena pada tahun 2013 belum menghasilkan sama sekali. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2017 sebanyak 50 lokasi hingga 2017 maka capaian sampai dengan tahun 2014 ini baru mencapai 12%. Dengan demikian maka dalam waktu 3 tahun ke depan masih terdapat sisa target yang cukup besar yang yaitu sebesar 88% yang akan dipenuhi melalui pembangunan taman kreativitas publik oleh Pemprov DKI Jakarta dan adanya rencana CSR dari beberapa perusahaan yang rencananya akan terlibat dalam perencanaan hingga pembangunan.

17. Berkembangnya budaya kota multikultur yang berbasis komunitas
Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota merupakan misi ke-empat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi DKI Jakarta 2013-2017. Salah satu sasaran yang hendak dicapai adalah berkembangnya budaya multikultur yang berbasis komunitas. Pengertian Pembangunan budaya multikultur pada dasarnya adalah kebijakan pembangunan kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap realitasnilia-nilai keragamaan dan pluralitas budaya dalam kehidupan masyarakat. Multikultur dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik terkait dengan pengakuan terhadap keragaman dan pluralitas kebiasaan, dan kehidupanbudaya masyarakat yang ada di daerah tertentu. Budaya Betawi sebagai budaya local harus tetap terpelihara dan dikembangkan sekaligus menjadi sentral perekat kebudayaan lain yang hidup berkembang dan menjadi bagian kehidupan masyarakat secara umum. Oleh sebab itu pelestarian, perawatan, mempertahankan dan mengembangkan seni budaya local dan nasional merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 
Untuk mencapa pengembangan budaya kota multikultur indicator kinerja sasaran beserta target, realisasi, dan capaiannya dalam tahun 2014, diuraikan dalam tabel berikut :



Tabel 3.21
Capaian IKU perkembangan budaya kota multikultur yang berbasis komunitas
	NO
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET
	REALISASI
	%

	1
	Berkembangnya budaya kota multikultur yang berbasis komunitas
· Jumlah event seni budaya yang diselenggarakan
	
21 event
	
19 event

	
90,47


	Rata-rata capaian kinerja
	



Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan berbagai program dan kegiatan senilai Rp 38.165.953.302 atau 80,43 % dari Rp 47.453.355.494,- anggaran yang disediakan.
Indikator kinerja berkembangnya budaya kotamultikultur yang berbasis komunitas dengan jumlah event seni budaya yang diselenggarakan, telah ditetapkan target tahun 2014 sebanyak 21 kegiatan,  terlaksana 19 kegiatan. Selama tahun 2014 event seni budaya sebanyak 19 event (90,47%) dari target yang telah ditetapkan sebanyak 21 event. Sebanyak 19 event yang diselenggarakan adalah sebagai berikut  :
	1.
	100 tahun Ismail Marzuki

	2.
	Lomba Musik dan Penyanyi Gambang Kromong

	3.
	Jakarta Percussion Carnival

	4.
	Partisipasi Festival Reog

	5.
	Festival Teater Jakarta

	6.
	Jakarta Indie Music Festival

	7.
	Festival Lenong Keliling

	8.
	Festival Agung Keraton Sedunia

	9.
	Festival Blues Festival

	10.
	Kompetisi Akustik Enjoy Jakarta

	11.
	Jakarta Internasional Kite Festival

	12.
	Jakarta Lantern Festival

	13.
	Jakarta Cosplay Parade

	14.
	Pengiriman Kontingen pada Festival Folklore Internasional

	15.
	Pentas Seni Budaya dan Edutainment Sanggar Anak

	16.
	Unjuk laga Atraksi Panggung

	17.
	Festival Karawitan

	18.
	Gelar Budaya Betawi

	19.
	Jakarnaval


Dan tidak dapat dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan, yaitu kegiatan Jakarta Mask Summit dan Festival Pulau Seribu Enjoy Jakarta. Tidak dilaksanakannya kedua kegiatan tersebut disebabkan karena gagal lelang dan tidak cukup waktu untuk pelaksanaan. 
Gambaran secara umum program pengembangan budaya kota multikultur yang berbasis komunitas dengan indicator kinerja utama yang telah ditetapkan jumlah event seni budaya yang diselenggarakan  dapat mencapai kinerja yang diharapkan dengan capaian sebesar 90,47%. Hal ini tidak terlepas dari peran serta komunitas pelaku seni budaya yang ada di Provinsi DKI Jakarta dan dukungan penyelanggaraan yang relatif efektif juga melibatkan berbagai pihak baik instansi terkait maupun lembaga-lembaga seni budaya.
Perbandingan realisasi IKU tahun 2014 dengan realisasi tahun 2013 dan dengan target akhir Renstra untuk program berkembangnya budaya kota multikultur yang berbasis komunitas dengan indikator jumlah event seni budaya yang diselenggarakan bisa digambarkan dalam tabel dibawah ini :
Table 3.22
Indikator Jumlah Event Seni Budaya yang diselenggarakan
	NO
	INDIKATOR KINERJA
	TAHUN 2013
	REALISASI
	TAHUN 2014
	REALISASI

	1
	· Jumlah event seni budaya yang diselenggarakan
	
20 event
	
20 event / 100%
	
19 event

	
19 event/ 90,47%




Dari gambaran di atas secara kuantitatif adanya penurunan realisasi capaian jumlah event seni budaya yang diselenggarakan sebanyak 1 kegiatan. Namun demikian terdapat peningkatan secara kualitatif penyelenggaraan event, karena lebih banyak melibatkan komunitas pelaku seni budaya baik lembaga-lembaga/ pelaku seni budaya nasional maupun internasional dengan tujuan optimalisasi promosi Jakarta dan peningkatan kunjungan wisatawan ke Jakarta.







18. Tersedianya pusat-pusat kebudayaan di semua wilayah kota Jakarta
Tersedianya pusat-pusat kebudayaan di semua wilayah kota Jakarta merupakan sasaran dari misi ke-empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta 2013-2017. Pemanfaatan pusat kebudayaan menjadi hal penting untuk pembinaan dan pengembangan kebudayaan secara efektif. Masyarakat dapat memanfaatkan pusat-pusat kebudayaan untuk sarana pertunjukan kesenian, sarana mendapatkan informasi kebudayaan local dan nasional, tempat melakukan eksperimentasi, menggali potensi dan menumbuhkan kreatifitas kebudayaan, Pusat-pusat kebudayaan juga menjadi destinasi wisata yang wajib dikunjungi wisatawan ke Jakarta.  
Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi, dan capaian kinerjanya dalam tahun 2014 diuraikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 3.23
Capaian IKU tersedianya pusat-pusat kebudayaan di semua wilayah
	No.
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	%

	1.
	Tersedianya pusat-pusat kebudayaan di semua Wilayah Kota Jakarta
· Jumlah pemanfaatan pusat kebudayaan di 5 (lima) wilayah dan Kepaulauan Seribu
	
30 Pusat Kebudayaan
	
21 Pusat Kebudayaan

	
70,00




Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan berbagai program dan kegiatan senilai Rp 22.748.777.360,- atau  92,45 % dari Rp 24.605.520.257,-  anggaran yang disediakan.
Indikator kinerja tersedianya Pusat-Pusat Kebudayaan di semua wilayah kota Jakarta dengan jumlah pemanfaatan Pusat Kebudayaan di 5 (lima) wilayah dan Kepaulauan seribu telah ditetapkan target Tahun 2014 sebanyak 30 Lokasi Pusat Kebudayaan, terealisasi sebanyak 21 Lokasi Pusat Kebudayaan (70%). Pusat Kebudayaan tersebut  adalah sebagai berikut  :
	1.
	PKJ-TIM

	2.
	Teater Jakarta

	3.
	Teater Kecil

	4.
	Teater Studio

	5.
	Galeri Cipta I dan II (Graha Bakti Budaya)

	6.
	Gedung Kesenian Jakarta

	7.
	Gedung Kesenian Miss Tjitjih

	8.
	Gedung Kesenian Wayang Orang Bharata

	9.
	Perkampungan Budaya Betawi

	10.
	Laboratorium Pengkajian dan Pengembangan Seni Budaya (Lab. Condet)

	11.
	Balai Kesenian Jakarta Timur

	12.
	Balai Kesenian Jakarta Barat

	13.
	Balai Kesenian Jakarta Pusat

	14.
	Balai Kesenian Jakarta Utara

	15.
	Balai Kesenian Jakarta Selatan

	16.
	Gedung Anjungan DKI Jakarta TMII Jakarta Timur

	17.
	Sangkrini Jaya Raya

	18.
	Gedung Pusat Kesenian Betawi Eks-Kodim Jakarta Timur 

	19.
	Rumah Si Pitung Jakarta Utara

	20.
	Kawasan Kota Tua

	21.
	Gedung Sasana Wisata Pulau Untung Jawa



Tidak terealisasi sebanyak 9 lokasi karena tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk menambahan pusat-pusat kebudayaan dari yang sudah ada sebanyak 21 lokasi pusat kebudayaan sebagaimana di sebut di atas. 
Gambaran secara umum tersedianya pusat-pusat kebudayaan di semua Wilayah Kota Jakarta telah dilakukan optimalisasi pemanfaatannya dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan, walaupun pada tahun 2014 tidak ada penambahan pusat kebudayaan baru. 
Perbandingan realisasi IKU tahun 2014 dengan realisasi tahun 2013 dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini :
Tabel 3.24
Jumlah pemanfaatan pusat kebudayaan di 5 wilayah dan 1 kabupaten
	NO
	INDIKATOR KINERJA
	TAHUN 2013
	REALISASI
	TAHUN 2014
	REALISASI

	1
	· Jumlah pemanfaatan pusat kebudayaan di 5 (lima) wilayah dan Kepaulauan Seribu
	
21 lokasi 
	
21 lokasi / 100%
	
30 Lokasi 

	
21 lokasi/ 70,00%




Dari gambaran di atas secara kuantitatif pada tahun 2014 tidak ada perubahan realisasi capaian Jumlah pemanfaatan pusat kebudayaan di 5 (lima) wilayah dan Kepaulauan Seribu sebanyak 21 lokasi pusat kebudayaan. Namun secara kualitatif terjadi peningkatan pemanfaatan pusat-pusat kebudayaan, hal tersebut terlihat dari penyelenggrakan berbagai event dengan menggunakan pusat-pusat kebudayaan sebagai tempat pelaksanaanya.

19. Terwujudnya upaya revitalisasi kawasan bersejarah kota sebagai daya tarik wisata kota
Terwujudnya upaya revitalisasi kawasan bersejarah kota sebagai daya tarik wisata kota merupakan sasaran dari misi ke-empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta 2013-2017, yaitu membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota. Untuk mencapai indicator kinerja sasaran tersebut dilakukan melalui revitalisasi pembangunan sarana dan prasarana kebudayaan sebagai daya tarik wisata kota. Melalui revitalisasi diharapkan tersedia sarana dan prasarana yang  memadai sebagai tempat beraktifitas para pelaku budaya dan terpeliharanya benda-benda seni budaya yang memiliki nilai sejarah (Bangunan Cagar Budaya), dan diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan.
Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi, dan capaian kinerjanya dalam tahun 2014 diuraikan dalam table berikut ini:
Tabel 3.25
Capaian IKU terwujudnya upaya revitalisasi
	NO
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET
	REALISASI
	%

	1.

	Terwujudnya upaya revitalisasi kawasan bersejarah kota sebagai daya tarik wisata kota
· Jumlah pelestarian bangunan dan lingkungan cagar budaya melalui konservasi
	
3 bangunan dan 4 lingkungan cagar budaya
	
3 bangunan dan 1 lingkungan cagar budaya
	

100 dan 25


	Rata-rata capaian kinerja
	



Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan berbagai program dan kegiatan senilai Rp 109.515.019.113,- atau 91,11% dari Rp 120.199.999.988,- anggaran yang disediakan.
Revitalisasi kawasan bersejarah kota mencakup pembenahan infrastrukturfisik/ non-fisik, rekonstruksi bangunan, serta penghijauan di area kawasan bersejarah, bangunan pusat kesenian dan lingkungan cagar budaya termasuk revitalisasi Museum-Museum, Gedung-Gedung Kesenian, dan penataan lingkungan kawasan kota tua. Revitalisasi kawasan bersejarah merupakan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melestarikan dan mempertahankan keberadaan kawasan sebagai peninggalan bersejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa sekaligus menjadi salah satu magnet tujuan pariwisata di Jakarta. 
Pada Tahun 2014 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta telah melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan sebanyak 3 bangunan dan 1  lingkungan cagar budaya  (100 % dan 25%) dari target sebanyak 3 bangunan dan 4 lingkungan cagar budaya.
Bangunan yang dikonservasi sebanyak 3 bangunan, yaitu :
1. Lanjutan Penataan Institut Kesenian Jakarta (PKJ-TIM) 
Pembangunan Zona A dan Zona C Perkampungan Budaya Betawi
Lanjutan pembangunan Gedung Pusat Kebudayaan Betawi
Lingkungan cagar budaya yang dikonservasi sebanyak 1 lingkungan cagar budaya, yaitu konsevasi gedung utama Museum Sejarah yang masuk dalam lingkungan kawasan cagar budaya Kota Tua Jakarta. 
Sedangkan lingkungan cagar budaya yang belum dilakukan konservasi sebanyak 3 lingkungan cagar budaya karena anggaran belum teralokasi,     yaitu :
1. Konservasi bangunanTugu Proklamasi, Gedung Museum Husni Thamrin masuk dalam lingkungan cagar budaya kawasan Menteng Jakarta Pusat.
1. Konservasi Gedung Taman Prasasti masuk dalam lingkungan cagar budaya Tanah Abang Jakarta Pusat.
1. Konservasi Rumah si Pitung masuk lingkungan cagar budaya kawasan Sunda Kelapa Jakarta Utara.
Hambatan yang dihadapi dalam	 upaya revitalisasi kawasan bersejarah kota sebagai daya tarik wisata kota, antara lain :
1. Pembebabasan lahan tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada kesepakatan dalam penentuan harga, pemilik menginginkan harga jual yang tinggi.
1. Pembahasan perubahan fisik bangunan cagar budaya atas persetujuan Tim Sidang Pemugaran yang memerlukan waktu pembahasan relative lama sementara waktu pelaksanaan terikat oleh tahun anggaran.
1.  Alokasi anggaran yang tersedia kurang mencukupi.
Perbandingan realisasi IKU tahun 2014 dengan realisasi tahun 2013 dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini :
Tabel 3.26
Jumlah pelestarian bangunan dan lingkungan cagar budaya melalui konservasi
	NO
	INDIKATOR KINERJA
	TAHUN 2013
	REALISASI
	TAHUN 2014
	REALISASI

	1
	· Jumlah pelestarian bangunan dan lingkungan cagar budaya melalui konservasi
	3 bangunan dan 4 lingkungan cagar budaya 
	3 bangunan dan 1 lingkungan cagar budaya  / 100% dan 25%
	3 bangunan dan 4 lingkungan cagar budaya 
	3 bangunan dan 1 lingkungan cagar budaya / 100% dan 25%



Dari gambaran di atas secara kuantitatif pada tahun 2014 tidak ada perubahan realisasi capaian Jumlah pelestarian bangunan dan lingkungan cagar budaya melalui konservasi Jumlah pemanfaatan 3 bangunan dan 4 lingkungan cagar budaya. Pengembangan sarana dan prasarana untuk terwujudnya upaya revitalisasi kawasan bersejarah kota sebagai daya tarik wisata kota terus dilakukan dari tahun ketahun yang diperkirakan pada tahun 2017 dapat terealisasi sesuai yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2013-2017.

20. Meningkatnya kesadaran dan toleransi antar suku, agama dan ras (SARA)
Jakarta merupakan Ibukota Negara RI, pusat pemerintahan, perdagangan/jasa, industri, pariwisata, budaya dan percaturan politik di indonesia membawa konsekuensi permasalahan yang sangat kompleks. Kompleksitas permasalahan: luas wilayah terbatas, populasi penduduk tinggi, pemukiman, migrasi penduduk, banjir, penataan wilayah, transportasi, lapangan kerja dll. 
Jumlah penduduk +10.075.300 dengan tingkat kepadatan penduduk sangat tinggi yang dihuni masyarakat multi etnis, baik agama, adat istiadat dan budaya, sehingga berdampak terhadap rentan terhadap timbulnya potensi konflik serta pertentangan etnis/kelompok.
Dalam menyikapi struktur demokrasi masyarakat Jakarta maka diperlukan peningkatan kesadaran dan toleransi antar masyarakat serta meminimalisir semaksimal mungkin potensi konflik yang ada di masyarakat.
Dalam Tahun 2014 sasaran IKU meliputi target penurunan konflik menjadi 19 konflik dari 22 konflik serta target pencapaian indeks demokrasi sebesar 78.
Capaian IKU urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri Tahun 2014 meliputi:  penurunan jumlah konflik sosial di DKI Jakarta sebanyak 3 konflik (dari 22 turun menjadi 19 konflik) dengan dukungan anggaran sebesarRp.2.747.569.000. Sedangkan untuk Indeks Demokrasi yang semula ditargetkan sebesar 78 terealisasi sebesar 71.18, dengan anggaran Rp.8.989.637.500. Dengan demikian secara akumulatif capaian kinerja dari kedua indikator tersebut sebesar 95,5%.
Tabel 3.27
Capaian IKU potensi konflik di kalangan masyarakat dan indeks demokrasi
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	%

	Berkurangnya potensi konflik di kalangan masyarakat
	19 konflik
	19 konflik
	100

	Indeks Demokrasi
	78
	71,8
	91



Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan berbagai program dan kegiatan senilai Rp 11.737.206.500 atau 77% dari Rp 15.300.000.000 anggaran yang disediakan.
Karakteristik DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, yang dihuni oleh masyarakat yang heterogen, mempunyai potensi kerawanan sosial, politik dan kewilayahan, yang dapat mengarah pada konflik sosial yang berdimensi vertikal dan horisontal. Kondisi kemajemukan masyarakat Jakarta yang rawan konflik, implementasi otonomi daerah yang belum konsisten, kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi yang masih signifikan, makin rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya penegakan hukum, serta pelanggaran HAM mendorong munculnya tirani sosial/massa yang mengarah pada anarkhisme. Disamping itu, merosotnya etika dan moral bangsa yang ditandai dengan menguatnya fenomena korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merupakan hambatan signifikan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance). 
Seiring dengan perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Terkait dengan dinamika politik, saat ini masyarakat dapat menyikapi setiap perkembangan yang ada secara cerdas dan bijaksana, proaktif dan bertindak positif. Akan tetapi terdapat sebagaian golongan dalam penyampaian aspirasi politiknya kadang di luar koridor hukum yang berlaku yang dapat mengakibatkan dan berpotensi memperkeruh situasi dan kondisi yang ada. 
Dalam mencapai target Indikator Kinerja Utama Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri terdapat hambatan sebagai berikut :
1. Hubungan social masyarakat / toleransi rawan potensi konflik : konflik antar suku, agama, ras dan kelompok masyarakat
Lemahnya ketahanan social masyarakat sehingga mudah terprovokasi untuk melakukan tindakan anarkis
Masih rendahnya tingkat pemahaman kesadaran dalam menyampaikan aspirasi : Unjuk rasa/demo kecenderungannya melanggar koridor hukum/anarkis
Kuatnya globalisasi di masyarakat dan berdampak terhadap perkembangan dinamika pemahaman budaya politik masyarakat serta makin menipisnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik dan hukum.
Dari kedua Indikator Kinerja Utama dapat digambarkan bahwa jumlah konflik sosial tahun 2014 mengalami penurunan dari 22 konflik pada tahun 2013 menjadi berkurang sebanyak 19 konflik pada tahun 2014. Karena dari segi kuantitas mengalami penurunan akan tetapi dari segi kualitas mengalami peningkatan yang signifikan terindikasi dari mudah nya memperoleh senjata tajam dan senapan api yang berdampak aksi kekerasan meningkat namun dari sisi kuantitas menurun.
Sedangkan untuk Indeks Demokrasi tahun 2013 sebesar 77,72%  dan tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 71.18%. Sedangkan secara keseluruhan target capaian IKU mencapai 83.74% dari  target IKU 2017. Penurunan ini terlihat akibat menurunnya aspek hak-hak politik terlihat dari  informasi pada aspek hak-hak politik masih terdapat kecenderungan penyampaian aspirasi dalam bentuk demonstrasi yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan seperti merusak dan memblokir.
Untuk terealisasinya capaian IKU tahun 2014 didukung oleh berbagai kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1. Program pencegahan dan penanggulangan konflik didukung oleh 10 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.2.747.569.000, meliputi :
	1.
	Pemantauan Ipoleksosbud

	2.
	Penyempurnaan Peta Rawan Konflik

	3.
	Pelaksanaan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)

	4.
	Peningkatan Pemahaman Sistem Deteksi Dini

	5.
	Diskusi Sosial di Kawasan Kumuh dan Rumah Vertikal

	6.
	Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT)

	7.
	Pelatihan Pengembangan Wawasan dan Kompetensi Pemuda Dalam Meningkatkan Kualitas Kewaspadaan Masyarakat

	8.
	Pengembangan Wawasan Komunikasi Dalam Pencegahan Konflik Pemuda

	9.
	Kajian Strategi Penanggulangan Konflik di DKI Jakarta

	10
	Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan



Program pendidikan politik masyarakat didukung oleh 7 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.8.989.637.500, meliputi :
	1
	Sosialisasi Implementasi Kebebasan Berserikat dan Mengeluarkan Pendapat

	2
	Peningkatan Kesadaran Etikadan Moral  Politik

	3
	Jurnal Demokrasi

	4
	Sosialisasi PEMILU 2014

	5
	Posko Pemilu 2014

	6
	Sarasehan Pemantapan dan Implementasi Budaya Politik

	7
	Peningkatan Pemahaman Hak Sipil dan Politik


Pencapaian IKU PemerintahProvinsi DKI Jakarta Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri tahun 2014 mencapai 95,5%. Dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian target IKU hampir mendekati target IKU yang telah direncanakan sebelumnya.

21. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum
Indikator ini terlihat melalui pelaksanaan 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan Pembekalan Potensi Masyarakat dan kegiatan Pembinaan Anggota Linmas dan Matrik Obyek Vital. Berikut tingkat pencapaian targetnya :
Tabel 3.28
Capaian IKU pembekalan potensi masyarakat dan pembinaan anggota linmas
	Indikator Kinerja
	Kegiatan

	Tahun 2014

	
	
	Target
	Realisasi
	Nilai Capaian

	Jumlah masyarakat yang memiliki kemampuan menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di  lingkungan sekitar
	Pembekalan Potensi Masyarakat
	21 Lokasi
	12 
Lokasi
	57,14%

	
	Pembinaan Anggota Linmas dan Matrik Obyek Vital
	3.840 orang
	3.840 orang
	100%










Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan berbagai program dan kegiatan senilai Rp 408.308.400 atau 99,6% dari Rp 409.880.000 anggaran yang disediakan.
2 (dua) kegiatan tersebut di atas dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan mencapai target dengan didukung penuh oleh unsur Kecamatan setempat.  Perwakilan dari Kecamatan aktif mengggerakkan masyarakat di wilayahnya untuk berperan serta dalam rangkaian kegiatan yang ada.  Melalui kedua kegiatan ini, diharapkan situasi dan kondisi wilayah semakin kondusif dengan meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.  
Capaian target lokasi pada kegiatan pembekalan potensi masyarakat     di 12 kecamatan selama 1 tahun, setiap kecamatan 100 0rang.
Jakarta Pusat	: Kec. Senen, Kec. Johar Baru
Jakarta Utara		: Kec. Koja, Kec. Tanjung Priok
Jakarta Barat		: Kec. Taman Sari, Kec. Tambora, Kec. Kalideres
Jakarta Selatan	: Kec. Pasar minggu, Kec. Tebet
Jakarta Timur	: Kec. Cakung, Kec. Pulogadung, Kec. Jatinegara
Output dari kegiatan ini di harapkan meningkatkan kemampuan masyarakat di dalam lingkunganya dalam menjaga ketentraman dan ketertiban, juga aktifnya masyarakat berpartisipasi untuk menciptakan suatu pola hubungan kemitraan yang harmonis dan berkesinambungan antara warga masyarakat dan aparat pemerintah yang lebih menyeluruh, mendasar, beradab dan sistematis sehingga pencegahan dan kewaspadaan dini terhadap gangguan, ancaman maupun bencana tersebut dapat di antisipasi dan di minimalisir sehingga tidak menimbulkan kerugian besar. Outcome dari kegiatan ini terutama kegiatan pembekalan potensi masyarakat terciptanya lingkungan yang tertib dan aman dan terbinanya komunikasi antara masyarakat dan aparat, tetapi kedua kegiatan ini dirasa belum optimal karena masih kurang antusiasnya masyarakat dalam mengikuti rangkaian kegiatan yang ada, terutama pada kegiatan Pembinaan Anggota Linmas dan Matrik Obyek Vital dimana usia kebanyakan para peserta kegiatan  sudah di luar usia produktif.  Faktor tersebut berpengaruh terhadap daya serap peserta kegiatan terhadap materi yang diberikan dan di tahun 2014 pada kegiatan potensi masyarakat terjadi efesiensi anggaran sehingga target yang seharusnya mencapai 21 lokasi hanya 12 lokasi dan adanya permintaan peserta untuk di sediakan  kaos.  Hal ini menjadi catatan khusus bagi SATPOL PP Provinsi DKI Jakarta selaku penyelenggara untuk mengevaluasi kedua kegiatan ini guna perbaikan ke depannya.
Berikut perbandingan tingkat capaian target dengan 2 (dua) tahun sebelumnya:



Tabel 3.29
Pembekalan potensi masyarakat dan pembinaan Linmas
	Kegiatan
	Tahun 2013
	Tahun 2014

	
	Target
	Realisasi
	Target
	Realisasi

	Pembekalan Potensi Masyarakat
	21
lokasi
	21
Lokasi
	21
lokasi
	12
Lokasi

	Pembinaan Anggota Linmas dan Matrik Obyek Vital
	3.840 orang
	3.840 orang
	3.840 orang
	2400
Orang





Indikator 3 : “Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota”.
Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu masih kurangnya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas anggota linmas tingkat RT maupun RW serta keinginan para anggota linmas RT/RW untuk mendapatkan gaji berkala karena sebagian besar dari mereka tidak memiliki pekerjaan tetap. Hambatan lainnya yaitu kurang pedulinya sebagian masyarakat terhadap tugas dan fungsi anggota linmas RT/RW sehingga terdapat pola hubungan yang kurang harmonis antara sebagian masyarakat dengan anggota linmas RT/RW. 

22. Meningkatnya penataan kelembagaan yang tepat ukuran dan kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih.
Penataan organisasi perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2014 dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah yang tepat ukuran sesuai kebutuhan, ketentuan perundang-undangan dan kedudukan khusus Provinsi DKI Jakarta.
Yang melatarbelakangi penataan organisasi perangkat daerah Provinsi  DKI Jakarta yakni :
1. Bagian dari reformasi berkelanjutan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bidang kelembagaan.
1. Tindak lanjut dari pengintegrasian pelayanan izin dan non izin pada PTSP serta proses pengadaan barang/jasa pada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa.
1. Penyesuaian terhadap visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017.
1. Penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang baru ditetapkan setelah Tahun 2008.
Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi, dan capaian kinerjanya dalam tahun 2014, diuraikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 3.30
Capaian indeks efektifitas pemerintahan
	NO
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET
	REALISASI
	%

	1
	Indeks Efektifitas Pemerintahan
	0,2
	
	

	Rata-rata capaian kinerja
	



Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan berbagai program dan kegiatan senilai Rp 19.815.000.000,- atau 88,44% dari Rp 17.525.449.522,- anggaran yang disediakan, dengan sumber daya manusia sebanyak 55 OH.
Sejalan dengan perkembangan, kebutuhan, kenyataan dan keberlangsungan reformasi birokrasi kelembagaan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Organisasi perangkat daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 perlu ditata ulang, sehingga semakin rasional, serta mendekati organisasi yang tepat ukuran.
Setelah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 diundangkan pada tanggal 24 Desember 2008, terjadi perkembangan dan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang ditandai dengan diundangkannya berbagai peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan menteri. Beberapa dari peraturan perundang-undangan tersebut baik langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap organisasi perangkat daerah. Beberapa contoh peraturan perundang-undangan yang langsung berpengaruh terhadap organisasi perangkat daerah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, berpengaruh langsung terhadap tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, berpengaruh langsung terhadap tugas dan fungsi Dinas Sosial;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh langsung terhadap tugas dan fungsi Dinas Pelayanan Pajak;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berpengaruh terhadap tugas dan fungsi Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap tugas dan fungsi Dinas Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan berpengaruh langsung terhadap tugas dan fungsi Dinas Olahraga dan Pemuda;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit berpengaruh langsung terhadap tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah;
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga berpengaruh langsung terhadap tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berpengaruh langsung terhadap tugas, fungsi dan susunan Satuan Polisi Pamong Praja. Sebagaimana diketahui berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2011, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mempunyai Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang sebelumnya tidak ada dalam susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.
Beberapa peraturan perundang-undangan baru yang tidak langsung berpengaruh terhadap organisasi perangkat daerah, antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang ini menghendaki percepatan, kemudahan, kepastian pelayanan publik pada setiap satuan kerja perangkat. Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, semakin jelas dan tegas perlunya penerapan pelayanan satu pintu sebagaimana sebelumnya telah diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Peraturan perundang-undangan ini sebagai dasar hukum dibentuk Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pembentukan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berpengaruh signifikan terhadap Susunan Organisasi Perangkat Daerah khususnya bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan konsep pengintegrasian seluruh kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan ke Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari mulai penerimaan berkas sampai dengan penjatuhan sanksi penyalahgunaan izin dan non izin. Dengan demikian seluruh tugas dan fungsi serta susunan organisasi struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah akan diintegrasikan ke Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Konsekuensi dari pengintegrasian tersebut, beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu ditata ulang.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan segala perubahannya.
Peraturan ini substansinya mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah sesungguhnya tidak secara langsung berkaitan dengan organisasi perangkat daerah, namun dalam Pasal 130 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diamanatkan pengadaan barang/jasa kementerian/ lembaga/ daerah dilayani melalui urut layanan pengadaan barang/jasa atau biasa disingkat ULP. Kemudian amanat ini diuraikan dalam pelaksanaan yakni Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa yang mengamanatkan ULP dapat sebagai Unit Kerja Mandiri. Pengaturan ini menjadi dasar pembentukan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa atau Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa. Dengan pembentukan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa beban kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya dengan anggaran besar untuk belanja barang/jasa akan berkurang secara signifikan. Pengurangan tersebut menjadi pertimbangan penataan susunan organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk lebih ramping.
Uraian diatas hanya sebahagian dari peraturan perundang-undangan yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap organisasi perangkat. Pengaruh tersebut menghendaki perlu dilakukan penataan ulang organisasi perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagai bagian dari konsekuensi perkembangan pasca peraturan daerah ini diundangkan pada tanggal 24 Desember 2008.
Sejalan dengan perkembangan fakta-fakta di lapangan semakin membutuhkan penanganan yang lebih serius. Kawasan Monumen Nasional yang merupakan kebanggaan nasional dan salah satu ciri khas kota Jakarta misalnya, tidak lagi mungkin dikelola secara parsial. Kawasan Monumen Nasional yang juga bagian dari sejarah perjuangan bangsa semakin penting sebagai salah satu destinasi wisata domestik dan internasional membutuhkan manajemen yang terintegrasi pada salah satu kelembagaan. Dengan kelembagaan yang demikian pengelolaan akan lebih mudah mewujudkan kebersihan, keamanan, kenyamanan, keindahan, kelestarian, ketenteraman dan ketertiban di Kawasan Monumen Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Penyebutan Kawasan Monumen Nasional dikandung maksud mengadopsi aspek sosiologis, dimana dalam masyarakat yang selalu dan lebih mengenal Monumen Nasional daripada Medan Merdeka. Hal tersebut juga dalam rangka lebih memperkenalkan Monumen Nasional dan areanya. Kawasan Monumen Nasional juga dalam perspektif penataan pembangunan Kawasan Medan Merdeka.
Reformasi birokrasi sebagai suatu perubahan, tidak pernah berhenti, akan tetap berlangsung sepanjang peradaban manusia. Reformasi birokrasi sebagai perubahan akan berkesinambungan paling tidak karena 2 (dua) hal, pertama karena merupakan suatu konsep/jalan untuk mewujudkan suatu keadaan yang dikehendaki pada masa akan datang, kedua karena merupakan suatu cara/upaya untuk mengakomodir keadaan, kondisi atau situasi saat ini. Yang pertama dapat disebut sebagai perubahan yang visioner, sementara yang kedua sebagai perubahan yang reaksioner.
Reformasi birokrasi secara utuh meliputi banyak aspek, kelembagaan organisasi perangkat daerah hanya salah satu dari aspek. Sebagaimana dikemukakan pada awal penjelasan umum ini sepanjang sejarah era reformasi mulai tahun 1998 sampai dengan tahun 2012, telah 2 (dua) kali mengalami perubahan yakni 2001 dan 2008. Perubahan tersebut akan dilanjutkan menuju bentuk, besaran, susunan, tugas, fungsi dan tata kerja yang semakin rasional dalam pengertian visioner, adaptif dan responsif. Disebutkan visioner perubahan dalam Peraturan Daerah diharapkan dapat menjawab tantangan beberapa tahun ke depan, sekurang-kurangnya untuk jangka waktu menengah, yakni mewadahi visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, dan mungkin diupayakan dapat sebagai jembatan untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Sementara adaptif dan responsif maksudnya organisasi perangkat daerah dalam Peraturan Daerah sesuai dengan kenyataan saat ini, serta tetap valid menyangkut perkembangan yang akan datang.
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perangkat daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :
1. Unsur staf terdiri atas :
1. Sekretariat Daerah; dan
1. Sekretariat DPRD.
Unsur Pengawasan :
Inspektorat.
Unsur Perencanaan :
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Unsur Pelaksana :
Dinas.
Lembaga Teknis Daerah :
1. Badan;
1. RSUD;
1. RSKD; dan
1. Kantor.
Unsur Wilayah :
1. Kota Administrasi;
1. Kabupaten Administrasi;
1. Kecamatan; dan
1. Kelurahan.
Sesungguhnya di luar nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 6 (enam) di atas, masih ada perangkat daerah yakni lembaga lain sebagaimana disebut dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang berbunyi sebagai berikut :
Ayat (1)
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah.

Ayat (2)
Organisasi dan tata kerja serta eselonisasi lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Dengan alas ketentuan pasal ini Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penempatan lembaga lain dalam peraturan daerah sendiri. Sejalan dengan proses pembentukannya yang paling harus memenuhi syarat sebagai berikut :
1. Ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan untuk membentuk dan untuk melaksanakan tugas tertentu misalnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk karena amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Bencana;
Dibutuhkan oleh Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
Disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri;
Disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Penataan organisasi perangkat daerah dalam peraturan daerah ini, secara proporsional mengintegrasikan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional. Pengintegrasian itu dilakukan pada eselon III dan eselon IV. Pengintegrasikan eselon III dilakukan melalui penataan jumlah Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas dan eselon III pada Badan/Dinas yang secara nyata-nyata tidak lagi dibutuhkan baik karena volume dan beban kerja serta konsukuensi dari pembentukan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, serta Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sementara pengintegrasian eselon IV dilakukan melalui penataan jabatan eselon IV lini pada Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas, Kelurahan dan hasil harmonisasi susunan organisasi Badan/Dinas dengan pengintegrasian pelayanan izin dan non izin di Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Pengintegrasian jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional selain untuk efiensi dan debirokratisasi juga dalam rangka pengembangan jabatan fungsional agar menjadi pilihan karir yang menarik bagi pegawai. Pengembangan jabatan fungsional sebagai pilihan karir yang menarik bagi pegawai perlu diikuti dengan pemberian kompensasi bertingkat dan proporsional sesuai tingkatan jabatannya.
Sama halnya dengan penataan organisasi perangkat daerah pada tahun 2001 dan penataan organisasi perangkat daerah pada tahun 2008, penataan organisasi perangkat daerah dalam peraturan daerah belum didahului atau dilakukan sebelum adanya pembagian tugas dan peran antara provinsi, kota/kabupaten administrasi, kecamatan dan kelurahan. Pada hal pembagian tugas dan peran tersebut sangat mendesak, karena sebagaimana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan Pasal 227 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 juncto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia otonomi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Otonomi tunggal yang diletakkan di tingkat provinsi. Berkenaan dengan hal itu dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Dinas Kota/Kabupaten, menyatakan khusus Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota /Kabupaten menjadi kewenangan provinsi. Pembagian tugas dan peran antara provinsi, kota/kabupaten administrasi, kecamatan dan kelurahan sangat dibutuhkan guna mengetahui rancang bangun organisasi yang tepat untuk mewadahi pelaksanaan tugas dan peran tersebut. Sesungguhnya hal ini telah diamanatkan dalam ketentuan ayat (9) pasal 26 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 yang dengan tegas mengamanatkan penetapan/pengaturan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan dari provinsi ke kota/kabupaten administrasi, kecamatan dan kelurahan dengan peraturan daerah. Sayangnya sampai pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah dalam peraturan daerah ini pelimpahan dimaksud belum ditetapkan. Ketidaksadaran ini tentu berpengaruh terhadap tingkat validasi/keakuratan/ketepatan rancang bangun organisasi. Agar pengaruh tersebut minimal diupayakan memanfaatkan hasil evaluasi pasca pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 masukan dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, kebijakan baru dari Pemerintah, kebutuhan nyata, serta pengaturan tugas dan fungsi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam peraturan daerah hanya secara garis besar, sementara rinciannya dilimpahkan ke Peraturan Gubernur. Apabila kemudian pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana diuraikan di atas dilakukan pasca pengundangan peraturan daerah, maka segala penyesuaian terhadap tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di akomodir dalam Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Beberapa kegiatan kegiatan dalam penataan kelembagaan selama tahun 2014 antara lain :(sesuai DPA)
1. Penyusutan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Rapat Kedinasan
Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas yang bertanggungjawab dibidang Koperasi UMKM dan Perdagangan
Penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas yang bertanggungjawab dibidang Perindustrian dan Energi
Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas yang bertanggung jawab dibidang Perhubungan
Penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas yang bertanggung jawab dibidang Pekerjaan Umum
Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja dibidang Perumahan
Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja dibidang Tata Ruang dan
Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja dibidang Kesehatan
Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan
Perumusan, Penyusunan dan Pembahasan Bahan Kebijakan Pemerintah Daerah pada Lingkup Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Kebutuhan
Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
Penyusunan Rapergub Kelembagaan PTSP.
23. Meningkatnya ketersediaan SDM Pemerintah Provinsi yang sesuai dengan kompetensinya
Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta mengidentifikasi 1 (satu) indikator kinerja, sebagai berikut:
Tabel 3.31
Capaian IKU Jumlah CPNS hasil rekrutmen berbasis CAT
	Indikator Kerja
	Target
	Realisasi
	%

	Jumlah CPNS hasil rekrutmen berbasis CAT (Computer Assisted Test)
	2.000 CPNS
	1.133 CPNS
	57



Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan senilai Rp. 1.758.148.690,- atau 50 % dari Rp. 3.500.000.000,- anggaran yang disediakan.
Pada tahun 2014, BKD Provinsi DKI Jakarta menetapkan 1 (satu) kegiatan prioritas dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis “meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM Aparatur yang sesuai dengan kebutuhan organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta” dan RPJMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017, yaitu kegiatan “Pengadaan CPNS dengan metode CAT (Computer Assisted Test) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta”, melanjutkan kebijakan pada tahun sebelumnya, proses pengadaan/rekrutmen CPNS dari pelamar umum formasi tahun 2014 tetap menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test), proses tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala (Perka) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS dan Surat Menpan dan RB Nomor B-2432/M.PAN.RB/7/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Penerapan Sistem CAT dalam seleksi CPNS Tahun 2013 dan 2014.
Selain penggunaan sistem CAT, hal lain yang berbeda dari proses pengadaan/rekrutmen CPNS tahun 2014 ini antara lain :
1. Pendaftaran seleksi dilakukan secara online melalui webiste BKN (www.sscn.bkn.go.id) yang nantinya terintegrasi secara nasional pada website panitia seleksi nasional (www.panselnas.menpan.go.id) yang dikelola oleh Kementerian PAN dan RB;
Adanya Jabatan yang dapat dilamar oleh semua jurusan kependidikan, sebesar 5 (lima) % dari jumlah alokasi formasi masing-masing instansi;
Adanya penyeragaman nama – nama jabatan dalam formasi jabatan yang akan di seleksi.
		Pengadaan CPNS formasi Tahun 2014 dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
1. Seleksi administrasi;
Tes Kompetensi Dasar (TKD);
Tes Kompetensi Bidang (TKB), yang meliputi : Tes Psikologi Lanjutan, Tes Kemampuan Bidang dan Performance Test.
	Sampai dengan laporan ini disusun, BKD Provinsi DKI Jakarta masih menunggu penetapan akhir kelulusan CPNS formasi Tahun 2014 dari panitia seleksi nasional (panselnas) yang diketuai oleh Menteri PAN dan RB sehingga capaian pada indikator kinerja “Jumlah CPNS Hasil Rekrutmen Berbasis CAT (Computer Assisted Test)” diasumsikan sama dengan jumlah formasi yang diperoleh yaitu 1.133 orang, dari jumlah yang ditargetkan sebanyak 2.000 orang sehingga prosentase capaian kinerja hanya sebesar 57% dan termasuk dalam kategori “cukup”. 
Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan disebabkan karena jumlah formasi yang ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB melalui Surat Keputusan Menteri PAN dan RB nomor 615 Tahun 2014, tanggal 11 Agustus 2014 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Provinsi DKI Jakarta TA 2014 hanya 1.133 orang, sementara jumlah formasi yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 203/-082, tanggal 11 Maret 2014 tentang Penyampaian Susunan Kekuatan Pegawai sebanyak 16.686 orang;
	Capaian indikator kinerja “Jumlah CPNS hasil rekrutmen berbasis CAT (Computer Assisted Test)” pada tahun 2013 juga termasuk dalam kategori “cukup” dengan prosentase capaian sebesar 60%. Tidak optimalnya capaian kinerja tersebut juga disebabkan karena ketidaksesuaian jumlah formasi yang ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB dengan yang diusulkan oleh BKD Provinsi DKI Jakarta. Kementerian PAN dan RB melalui surat Nomor R/139.F/M.PAN-RB/08/2013, tanggal 28 Agustus 2013 tentang Persetujuan Rincian Formasi CPNS Daerah Tahun 2013, menetapkan formasi sebanyak 1.515 orang dari 5.300 orang yang diuslkan oleh BKD Provinsi DKI Jakarta. Dari total jumlah formasi tersebut, peserta yang dinyatakan lulus hanya sebesar 1.207 orang dari total 2.000 orang yang ditargetkan sehingga prosentas capaian kinerja hanya sebesar 60%.

24. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
Saat ini Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sudah merupakan suatu keharusan, untuk itu berbagai upaya telah dilakukan antara lain dengan tujuan diperolehnya opini dari Badan Pemeriksa Keuangan dan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan suatu sasaran, yaitu “Meningkatnya pengelolaan keuangan Daerah yang akuntabel”.
Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi, dan capaian kinerjanya dalam tahun 2013, diuraikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 3.32
Capaian IKU Opini BPK dan Publik
	No
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	%

	1
	Opini BPK dan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah
	Wajar Tanpa Pengecualian
	Wajar Dengan Pengecualian
	80

	Rata-rata capaian kinerja
	80



Capain IKU diukur berdasarkan opini BPK atas LKPD dengan standar capaian sebagai berikut:
1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dinilai 100%;
Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dinilai 80%;
Tidak Memberikan Pendapat (Disclamer) dinilai 60%;
Tidak Wajar (Adverse) dinilai 40%.
Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam penyusunan LKIP Tahun 2014 ini data yang digunakan hasil audit BPK atas laporan keuangan tahun 2013, karena sesuai ketentuan, hasil audit BPK baru akan diterima awal bulan Juni atau 2 (dua) bulan setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diserahkan ke BPK dan hasilnya akan dilaporkan dalam Raperda Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (LP2APBD).
Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 seperti yang tertuang dalam Laporan Nomor 18.A/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2014 tanggal 19 Juni 2014 menyatakan pendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Permasalahan utama, sehingga opini BPK menjadi WDP adalah penatausahaan/pengelolaan dan pemanfaatan aset yang tidak optimal serta tidak terdokumentasikan dengan baik dan pengadaan barang/jasa tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hal tersebut di tahun berikutnya menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan melakukan berbagai upaya perbaikan diantaranya Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melakukan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan melakukan evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

25. Pelayanan publik yang prima pada lembaga pelayanan terpadu satu pintu
Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah melakukan Penilaian Integritas Sektor Publik Tingkat Daerah terhadap 180 unit Layanan pada 60 Pemerintah Daerah di 33 Provinsi dengan materi utama yaitu kondisi unit layanan dan petugas layanan, proses dan prosedur layanan serta pengalaman dan perilaku pengguna layanan publik yang dirangkum dalam 2 penilaian yaitu Pengalaman Integritas (66,7%) dan Potensi Integritas (33,3%) dengan nilai 6 sebagai standar minimum.
Unit layanan yang disurvei terbagi atas 2 kategori yaitu:
1. Pada instansi daerah dilakukan survey terhadap 3 unit layanan yaitu Layanan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Layanan Kesehatan Dasar Puskesmas dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ);
1. Pada instansi vertikal dilakukan survey terhadap 8 unit layanan yaitu Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Peningkatan Hak Atas Tanah, Peralihan Hak Atas Tanah, Paspor, Lembaga Permasyarakatan, Adm Pernikahan KUA dan Adm Sidang Peradilan Agama
Nilai indeks Integritas berkisar Antara 0-10 yang menunjukkan bahwa semakin mendekati 10 maka integritas layanan semakin bagus dan sebaliknya jika semakin mendekati 0 maka integritas layanan semakin buruk.
Nilai indeks Integritas Kota Jakarta tahun 2013 yaitu 6,64 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan sebelumnya tahun 2012 yaitu 6,24 dan tetap berada diatas standar minimum yang telah ditetapkan yaitu 6,00 namun lebih kecil bila dibandingkan dengan nilai Indeks Integritas Nasional yaitu 6,80. Berdasarkan data Laporan Integritas Sektor Publik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 dapat diperoleh informasi bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai Indeks Integritas 6,64.
Berdasarkan data di atas maka pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi DKI Jakarta masih di bawah dari target capaian yang ditetapkan:
Tabel 3.33
Integritas pelayanan publik
	No
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	Capaian %

	1
	Integritas Pelayanan Publik
	8,2
	6,64
	80,97


Data di atas diambil dengan rincian sebagai berikut :
1. Indeks Integritas Daerah Kota Jakarta yaitu 7,10, nilai tersebut merupakan nilai rata-rata gabungan dari Indeks Integritas 3 unit layanan daerah yaitu SIUP (7,04), Kesehatan Dasar Puskesmas (7,11) dan Pengadaan Barang dan Jasa/PBJ (7,15)
Indeksi Integritas Vertikal Kota Jakarta yaitu 6,38, nilai tersebut merupakan nilai rata-rata gabungan dari Indeks Integritas 8 unit layanan yaitu Surat Ijin Mengemudi/SIM (6,30), Surat Keterangan Catatan Kepolisian/SKCK (6,51), Peningkatan Hak Atas Tanah (5,14), Peralihan Hak Atas Tanah (5,60), Paspor (7,07), Lembaga Permasyarakatan (6,48), Administrasi Pernikahan KUA (6,48) dan Administrasi Sidang Peradilan Agama (7,24).
26. Meningkatnya pelayanan pajak yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi
a. Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Secara Online 
Salah satu perhatian pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan roda pemerintahannya adalah dengan meningkatkan pelayanan baik pelayanan langsung kepada masyarakat luas maupun pelayanan kepada masyarakat dunia usaha baik itu terkait dengan perizinan maupun penyiapan infrastruktur.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014 telah menerapkan sistem jaringan online di 2 Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta yaitu Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Pilot Project 1 Kecamatan 2 Kelurahan.
Pengurusan perizinan menjadi perhatian khusus pemerintah DKI Jakarta membentuk sebuah lembaga yang menangani perizinan secara terpadu yaitu Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) lembaga tersebut dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diharapkan dapat memudahkan masyarakat Jakarta dalam mengurus perizinan untuk memula usahanya.
Untuk tingkat hasil survei kepuasan masyarakat unit PTSP Walikota Jakarta Timur menunjukkan mutu pelayanan yang sangat baik dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 85,45% meningkat dibandingkan tahun 2013 yang semula mutu pelayanan dengan kategori “Baik” dengan IKM sebesar 79,89%.
Untuk hasil survei kepuasan masyarakat unit PTSP Walikota Jakarta Pusat juga menunjukkan mutu pelayanan yang “Baik” dengan indeks IKM sebesar 73,73 poin naik dari tahun 2013 sebesar 73,13 poin.
Indikator kinerja beserta target dan realisasi atas sasaran tahun 2014 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 3.34
Capaian IKU Pelayanan Terpadu Satu Pintu Online 
	NO
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET
	REALISASI
	%

	1
	Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Secara Online
	Sistem Jaringan Online
Badan Perizinan Terpadu
5.809 Pemohon
Tingkat Kepuasan 87,84%
	Sudah
Sudah

74.492
Masing-masing walikota
	100%
100%


Hanya dari jakarta selatan

	Rata-rata capaian kinerja
	



Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan berbagai program dan kegiatan menggunakan anggaran yang disediakan dari masing-masing SKPD.

b. Sistem Pelayanan Pajak Online
Bahwa pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Jakarta merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  dalam menyediakannya, hal ini sebagaimana yang terkandung pada prinsip-prinsip goodgovernance.
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan upaya maksimal untuk memperoleh pendapatan pajak dari pelaku bisnis di daerah masing-masing, karena kita ketahui pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
Dengan semakin berkembangnya dunia bisnis , khususnya bidang bisnis hotel, restoran, hiburan dan parkir, maka perlu adanya peningkatan layanan berupa :
1. Kemudahan pelaporan perpajakan dari wajib pajak;
2. Transparansi Laporan Perpajakan dari wajib pajak;
3. Kemudahan monitoring / kontrol kepada wajib pajak oleh pihak penyelenggara ( Dinas Pelayanan pajak)
Salah satu berbagai upaya pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan pajak daerah perlu terus menerus dilakukan perbaikan-perbaikan secara sistimatis, untuk dapat mencapai perolehan pajak sesuai dengan target atau bahkan jauh melampui target yang telah ditetapkan pemerintah darah. Salah satu metode untuk mendapatkan perolehan pajak secara maksimal, adalah dengan dilakukan pembangunan sistem informasi oleh pemerintah daerah (Dinas Pelayanan Pajak).
Sistem informasi yang dimaksud adalah suatu sistem pelaporan pajak secara ONLINE, dari wajib pajak ( hotel, restoran dan tempat hiburan serta parkir) ke Dinas Pelayanan Pajak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 224 Tahun 2012 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Melalui Online System. Dimana setiap transaksi yang terjadi di hotel, restoran dan tempat hiburan, serta parkir sehingga Dinas Pelayanan Pajak dapat memonitor perolehan pajak secara real time atau harian (semi real time). Dengan sistem online, maka meminimalkan terjadinya kesalahan perhitungan pajak, atau meminimalkan terjadinya manipulasi pajak oleh wajib pajak. 
Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta mengimplementasikan pembangunan system Online dalam 2 tahap, untuk tahap pertama dilaksanakan pemasangan online system sebanyak 800 wajib pajak dengan menggunakan APBD Provinsi DKI Jakarta. Dan tahap kedua yang direncanakan sebanyak 10.951 wajib pajak, pelaksanaan pemasangan online system dengan tidak menggunakan APBD, tapi memanfaatkan fasilitas fasilitas “Cash Management” Bank BRI sebagai Corporate Social Responsibility (CSR) BANK BRI melalui Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor 187/-1.722 tentang Pelaksanaan System Online dan Tempat Pembayaran serta Rekening Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.
Adapun pencapaian indicator kinerja system online pajak daerah sampai dengan tahun 2014 sebanyak 4.618 atau 39% sebagaimana terurai pada tabel dibawah ini.
Tabel 3.35
Capaian IKU Sistem Pajak Online
	No
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	%

	1
	Sistem pelayanan pajak online
(non kendaraan
bermotor)
	11.718 Wajib pajak
	4.618 Wajib pajak
	39

	Rata-rata capaian kinerja
	39


Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan pemasangan Online Sistem Pajak Daerah, antara lain sebagai berikut :
1. Jaringan komunikasi atau sinyal GPRS tidak stabil
2. Perangkat Online seperti Barebone & Modem sering mati karena berbagai kondisi, seperti Barebone harus hidup selama 12-14 jam, kondisi environment panas, atau sengaja dimatikan/power dicabut oleh WP.
3. Implementasi WP Manual berjalan lambat meskipun sosialisasi sudah dilakukan ke 10 Sudin Pajak, hal ini disebabkan :
a. WP tidak kooperatif untuk membeli alat dan membuka Rekening CMS BRI;
b. WP merasa terbebani membeli alat;
c. Stok POS/ECR di vendor tidak ready karena menunggu order minimal.
4. Adanya sikap wajib pajak untuk mengulur-ulur atau penundaan waktu.
Dibandingkan   dengan   tahun   2013   capaian   implementasi   pajak   online   tersebut meningkat  sebesar  148%,  sedangkan  dibandingkan  dengan  target  capaian Renstra sampai  dengan tahun 2017, implementasi pajak online sampai saat ini telah mencapai 32,17%. 
Secara umum realisasi penerimaan pajak daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dengan tingkat pencapaian penerimaan sebesar Rp. 27.031.250.776.148,10 atau 83,17% dari rencana penerimaan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 32.500.000.000.000,00  dengan demikian terdapat selisih negatif sebesar Rp.5.468.749.223.852,00 atau 16,83%, yang disajikan dalam tabel berikut:






Tabel 3.36
Rencana dan realisasi penerimaan pajak daerah
Tahun anggaran 2014

 Sumber Data : Badan Pengelola Keuangan Daerah


27. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan bagi semua masyarakat 
Pendidikan merupakan hak asasi bagi setiap warga Negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status social, status ekonomi, suku, etnis, agama dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga masyarakat memiliki kecakapan hidup (life skill) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dan Perda No 8 Tahun 2006 tentang sistem Pendidikan Provindi DKI Jakarta. Alokasi pendidikan sebanyak 20% dari APBD sudah terpenuhi bahkan melampui dari 20%. Tahun 2014 Pemerintah DKI Jakarta telah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan atau mengeluarkan Kartu Jakarta Pintar bagi warga Jakarta. Kartu Jakarta Pintar ini dimaksudkan untuk membiayai kebutuhan para siswa.
Capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 99,86 %.
Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi, dan capaian kinerjanya dalam tahun 2014 diuraikan dalam table berikut ini:
Tabel 3.37
Capaian IKU Angka Melek Huruf dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
	NO
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET
	REALISASI
	%

	1
	Angka melek huruf
	99,99
	99,50
	99,50

	2
	Angka rata-rata lama sekolah
	99,99
	91,50
	91,50

	Rata-rata capaian kinerja
	95,50



Angka Melek Huruf merupakan pencapaian pendidikan dasar dan program pemelekan huruf dalam memberikan keahlian melek huruf dasar terhadap penduduk, dengan cara ini diharapkan penduduk menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga dapat mengembangkan kondisi sosial dan ekonominya. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas.
Grafik 3.5
Angka Melek Huruf (AMH)
[image: ]

Angka MeIek Huruf merupakan salah satu indikator untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia. Dengan menaikkan Angka MeIek Huruf, diharapkan kenaikan Angka MeIek Huruf bisa secara langsung menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi DKI Jakarta.
Upaya meningkatkan angka melek huruf dilakukan melalui Program pendidikan nonformal dan informal sangat strategis. Hal ini sejalan dengan komitmen internasional dalam pemberantasan buta aksara. Selain itu, dalam upaya mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan perlu ditingkatkan budaya baca masyarakat. Penguatan dan perluasan ini dilaksanakan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut.
Penguatan dan perluasan program pembelajaran langsung di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
Penguatan dan perluasan pendidikan kecakapan hidup untuk warga negara usia sekolah yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah dan bagi warga usia dewasa;
Penguatan dan perluasan budaya baca melalui penyediaan taman bacaan, bahan bacaan dan sumber informasi lain yang mudah, murah, dan merata serta sarana pendukungnya;
Penguatan dan perluasan pendidikan nonformal dan informal untuk mengurangi disparitas antargender;
Pemberian fasilitasi pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan kecakapan keorangtuaan (parenting education) dan homeschooling.
Pendirian Taman Bacan Masyarakat (TBM) merupakan sarana yang cukup efektif dalam upaya pemberantasan buta aksara. Taman Bacaan Masyarakat merupakan bagian dari perpustakaan yang secara umum dapat memberikan pelayanan kebutuhan membaca di kalangan masyarakat. Pendirian TBM dapat mempercepat pemberantasan buta aksara, juga dapat menciptakan masyarakat gemar membaca (socity reading). Dengan semakin tinggi intensitas membaca seseorang, akan semakin banyak informasi dan pengetahuan yang diserap. Dampaknya memperkuat basis kecakapan hidup dan kompetensi yang dimiliki seseorang yang berujung pada meningkatnya kualitas kerja.
Rata-rata lama sekolah merupakan gambaran secara sederhana pemenuhan
penduduk terhadap akses pendidikan. Keterbandingan besaran rata-rata lama sekolah antar wilayah atau waktu, dapat mengetahui perbedaan atau perkembangan tingkat kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah diikuti.
Rata-rata lama sekolah di DKI Jakarta pada tahun 2013 sebesar 10,98 tahun, sementara capaian tahun 2013 adalah 11,00 tahun atau naik 0,02 tahun dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini harus terus ditingkatkan karena DKI Jakarta mentargetkan pada tahun 2017 rata-rata lama sekolah menjadi 12 tahun melalui program Wajib Belajar 12 Tahun yang telah dicanangkan pada tahun 2012.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduknya termasuk pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dua Belas Tahun yang diharapkan tuntas pada tahun 2015 yang dapat diukur antara lain dengan peningkatan angka partisipasi kasar jenjang pendidikan sekolah menengah atas dan yang sederajat menjadi 95 persen.
Kesungguhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut telah menunjukan hasil yang cukup mengembirakan seperti yang terlihat dari peningkatan angka partisipasi pendidikan pada semua jenjang. Sejak tahun 2008, angka partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SD dan yang sederajat serta SMP dan yang sederajat telah mencapai angka lebih dari 100%, sedangkan pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas dan yang sederajat juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 85,13% pada tahun 2008 menjadi 104.97% pada tahun 2014.
Dalam rangka mencapai Wajib Belajar 12 Tahun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menjamin seluruh warga usia sekolah untuk mendapatkan pelayanan pendidikan minimal sampai jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA dan sederajat) dengan kebijakan sebagai berikut :
Pada jenjang pendidikan dasar seluruh sekolah SD/MI/SMP/ MTs Negeri dan Swasta di Provinsi DKI Jakarta memperoleh dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) sama dengan sekolah negeri, sehingga tercapai Wajib Belajar 9 Tahun tuntas.
Pada jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA dan sederajat) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk seluruh sekolah negeri dengan penambahan besaran nominal sesuai kebutuhan sekolah standar (reguler)
Untuk SMA/SMK/MA Swasta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan BOP sebanyak 30% dari jumlah siswa sekolah swasta yang diutamakan bagi siswa tidak mampu.
Disamping pemberian Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan biaya personal kepada siswa miskin melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP)guna membantu mereka agar tetap dapat mengikuti pembelajaran di sekolah tanpa terbebani biaya personal. Program pemberian biaya personal siswa miskin ini melalui Kartu Jakarta Pintar yang berupa kartu ATM dari Bank DKI.
Tujuan pemberian Kartu Jakarta Pintar ini adalah :
1. Meningkatkan akses untuk memperoleh pendidikan
2. Meningkatkan kepastian dalam memperoleh layanan pendidikan
3. Meningkatkan kualitas hasil pendidikan
4. Menurunkan angka putus sekolah
5. Menekan angka pengangguran pada anak usia sekolah
Tujuan khusus membantu siswa dari keluarga kurang mampu (miskin) agar terhindar dari putus sekolah. Aksesibilitas masyarakat kepada program pendidikan. Peningkatan aksesibilitas masyarakat diharapkan juga dapat mengurangi angka putus sekolah,angka buta huruf dan pemerataan kesempatan sekolah.
[bookmark: _GoBack]Target pemerintah DKI Jakarta untuk memberantas buta huruf serta memberikan melek huruf serta penyelesaian sekolah yakni 99,99% warga DKI Jakarta mengenal huruf dan tidak ada lagi warga Jakarta yang tidak melek huruf dan rata-rata lama sekolah selama 12 tahun. Sampai dengan tahun 2013 pencapaian target sebagaimana yang ditetapkan tahun 2017, Angka Melek Huruf baru mencapai 99,50% dan Rata-rata Lama Sekolah baru mencapai 91,50% yang artinya pada 2017 hampir dapat dipastikan pencapaian target yang ditetapkan pada RPJMD DKI Jakarta yakni Jakarta sudah bebas buta huruf dan mengenal huruf dapat tercapai.






28. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
Derajat kehidupan suatu Negara masih dihadapkan pada angka kematian Ibu, angka kematian Bayi dan Umur Harapan Hidup. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan sasaran angka kematian ibu pada tahun 2014 mencapai 61,68 per 100.000 kelahiran hidup.
Indikator Kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaian kinerjanya dalam tahun 2014, diuraikan dalam tabel berikut ini :
Tabel 3.37
Capaian IKU Angka Kematian Ibu, Bayi dan Usia Harapan Hidup
	No
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi

	1
	Angka Kematian Ibu
	50/100.000
(kelahiran hidup)
	59,02/100.000
(kelahiran hidup)

	2
	Angka Kematian Bayi
	7,40/1000
(Kelahiran Hidup)
	4,18/1000
(kelahiran hidup)

	3
	Angka Usia Harapan Hidup
	76,50
	72,2



Grafik 3.6
Angka Kematian Bayi, Ibu dan Usia Harapan Hidup


Upaya penurunan angka kematian ibu dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, Antara lain :
a. Pelayanan PUS/WUS, pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
b. Peningkatan kualitas pelayanan antenatal care (ANC) pada masa kehamilan dilakukan dengan penguatan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K), pelayanan ANC terpadu termasuk program pencegahan penularan HIV/AIDS dari Ibu ke anak (PPIA), dan pemanfataan buku KIA dan Kelas Ibu Hamil.
c. Untuk persalinan diupayakan peningkatan kemampuan Puskesmas untuk penanganan kegawatdaruratan pada kasus Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED). Perbaikan sistem rujukan pelayanan kesehatan pada Ibu dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke fasilitas kesehatan rujukan.
d. Peningkatan kualitas Surveilans Respons dilakukan melalui pembentukan dan penggerakan Tim AMP di wilayah Kota/Kabupaten.
e. Inisiasi menyusu dini dan KB Pasca Salin digalakkan di semua RB Puskesmas di Provinsi DKI Jakata
f. Tatakelola SDM sesuai kompetensinya dan upaya ketersediaan sarana, obat, dan bahan.
g. Peningkatan kerjasama dengan organisasi profesi IDI, POGI, IDAI, Perinasia, IBI, PPNI dan dengan Institusi Pendidikan.
h. Upaya inovatif berupa pendampingan ibu hamil oleh masyarakat dan kader PKK dalam menjangkau pelayanan di fasilitas kesehatan.
i. Peningkatan perbaikan manajemen pencatatan dan pelaporan.

29. Meningkatnya jumlah pasangan usia subur yang mendapatkan pelayanan KB
Untuk mencapai kinerja output urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, 5 (lima) program yang dilaksanakan salah satunya adalah program keluarga berencana, berikut indicator yang akan dicapai Antara lain:
Program keluarga berencana 
Indikator yang akan dicapai Antara lain :
a. Dipertahankannya Total Fertility Rate.
b. Meningkatnya jumlah pasangan usia subur yang menjadi peserta KB baru
c. Meningkatnya cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif
d. Persentase cakupan pasangan usia subur yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, tetapi tidak ber-KB (unmetneed)
Untuk mewujudkan angka kelahiran total yang mempunyai dua anak, terlihat dari Hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 Total Fertility Rate (TFR) Provinsi DKI Jakarta sebesar 2,3 yang artinya dari 1.000 wanita usia subur yang ada di Provinsi DKI Jakarta mempunyai anak antara 2 (dua) anak sampai dengan 3 (tiga). Pada tahun 2014 jumlah TFR terealisasi sebanyak 2,3% dari target 2017 sebesar 2,1.
Capaian indikator kinerja rata-rata tahun 2014 adalah sebesar 100 %.
Capaian indikator kinerja sasaran, target, realisasi dan capaiannya tahun 2014 diuraikan dalam table sebagai berikut :
Tabel 3.38
Capaian IKU Total Fertility Rate
	NO
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET
	REALISASI
	%

	1
	Total Fertility Rate
	2,3
	2,3
	100%

	Rata-rata capaian kinerja
	



Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6.377.515.820,- atau 63,78% dari Rp 9.999.999.999,- anggaran yang disediakan, dengan jumlah penyuluh KB di seluruh wilayah DKI Jakarta sebanyak 376 orang.
Dalam rangka pengendalian jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta agar TFR pada tahun 2017 menjadi 2,1 maka sangat diperlukan partisipasi masyarakat dalam pengendalian penduduk. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat dapat memahami program KB dan Kependudukan. Pada tahun 2014 telah dicapai sebanyak 61% dari target 64%, dengan demikian capaiannya sebesar 95,31%, dan target untuk 2017 sebesar 70% dengan demikian dibutuhkan 9% untuk memenuhi target tahun 2017.
Penghargaan Tingkat Nasional yang diperoleh tahun 2014 oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana di Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagai berikut :
a. Diterimanya penghargaan Juara Harapan I Putri pada Pemilihan Duta Mahasiswa GenRe Tingkat Nasional 2014 diberikan kepada Ninanda Widakdo.
b. Diterimanya penghargaan Juara Kreator Putri Tingkat Nasional 2014 diberikan kepada Ninanda Widakdo.
c. Penghargaan Juara Harapan I Putra pada Pemilihan Duta Mahasiswa GenRe Tingkat Nasional 2014 diberikan kepada Abizar Dibagja.
d. Penghargaan Juara I PKB Teladan Tingkat Nasional 2014 diberikan kepada Media Febriana.
Dengan mengacu pada penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan utama terkait dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKIP) Provinsi DKI Jakarta mengenai meningkatnya jumlah pasangan usia subur yang mendapatkan pelayanan KB merupakan upaya dalam pencapaian Visi BPMP dan KB Provinsi DKI Jakarta, oleh sebab itu arah kebijakan, program dan kegiatan pelaksanaan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017.
capaian	
2012	2013	2014	2725.74	2734.2787999999996	2748.0285999999996	target	
2012	2013	2014	2727.1909499999997	2775.74	2825.74	



2011	2012	2013	2014	4.07	4.13	4.1399999999999997	4.1500000000000004	


Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu dan Usia Harapan Hidup periode 2008-2014

UHH	2008	2010	2012	2013	2014	75.900000000000006	76	76.7	74	72.2	AKI	2008	2010	2012	2013	2014	41	38	64.33	61.68	59.02	AKB	2008	2010	2012	2013	2014	15.2	11.2	7.53	6.88	4.18	




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2014 	III-87 

image4.emf
No Jenis Pajak Rencana Realisasi % (4:3)

1 2 3 4 5

1 PKB 

   5.150.000.000.000,00 

4.979.110.607.650,00     96,68%

2 BBN-KB

   6.400.000.000.000,00 

5.526.493.937.100,00     86,35%

3 PBB-KB

   1.200.000.000.000,00 

1.170.105.269.170,00     97,51%

4 PABT/TAP 

       120.000.000.000,00 

95.481.023.938,56          79,57%

5 PAJAK HOTEL

   1.400.000.000.000,00 

1.382.290.759.507,16     98,74%

6 PAJAK RESTORAN

   2.000.000.000.000,00 

1.831.358.068.374,51     91,57%

7 PAJAK HIBURAN

       500.000.000.000,00 

500.583.632.138,59        100,12%

8 PAJAK REKLAME

   2.400.000.000.000,00 

863.148.388.813,30        35,96%

9 PPJ

       630.000.000.000,00 

655.713.255.150,00        104,80%

10 PAJAK PARKIR

       800.000.000.000,00 

402.758.727.750,00        50,34%

11 BPHTB

   5.000.000.000.000,00 

3.534.817.319.589,00     70,70%

12 PBB-P2    6.500.000.000.000,00  5.796.661.620.557,00     89,18%

13 P. ROKOK

       400.000.000.000,00 

292.728.166.410,00        73,18%

32.500.000.000.000,00   27.031.250.776.148,10   83,17% J u m l a h


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet1.xls
Sheet1

		No		Jenis Pajak		Rencana		Realisasi		% (4:3)

		1		2		3		4		5

		1		PKB		5,150,000,000,000.00		4,979,110,607,650.00		96.68%

		2		BBN-KB		6,400,000,000,000.00		5,526,493,937,100.00		86.35%

		3		PBB-KB		1,200,000,000,000.00		1,170,105,269,170.00		97.51%

		4		PABT/TAP		120,000,000,000.00		95,481,023,938.56		79.57%

		5		PAJAK HOTEL		1,400,000,000,000.00		1,382,290,759,507.16		98.74%

		6		PAJAK RESTORAN		2,000,000,000,000.00		1,831,358,068,374.51		91.57%

		7		PAJAK HIBURAN		500,000,000,000.00		500,583,632,138.59		100.12%

		8		PAJAK REKLAME		2,400,000,000,000.00		863,148,388,813.30		35.96%

		9		PPJ		630,000,000,000.00		655,713,255,150.00		104.80%

		10		PAJAK PARKIR		800,000,000,000.00		402,758,727,750.00		50.34%

		11		BPHTB		5,000,000,000,000.00		3,534,817,319,589.00		70.70%

		12		PBB-P2		6,500,000,000,000.00		5,796,661,620,557.00		89.18%

		13		P. ROKOK		400,000,000,000.00		292,728,166,410.00		73.18%

		J u m l a h				32,500,000,000,000.00		27,031,250,776,148.12		83.17%






image5.png




image1.png
TARGET DAN REALISASI INVESTASI
DKI JAKARTA (Rp. Triliun)

000
7000
000
s000
000
32000
2000
1000

Ao Tt

200 | o011

2002

2013

2014

[ Reatas| 6246 | s250

w57

368

65,16

Tz | sies | ssas

&5

7

7520

‘Gambar 1. Target dan Realisasi Investasi DKI Jakarta

INVESTASI PMA (US$ Juta)

7000

000
5000
5000

A Tide

200
200
1000

200 | 20

2013

2004

mmrvA | ez | s

w307

25%0

%509

—m—proyer| a5 1058

118

3028

3%





image2.png
INVESTASI PMDN (Rp. Milyar)

2000
18000
15000
16000
& now
£ 1000
% so
5000
000
2000

T aMe [ abm [ ao | a0 | oms

ases | oase | sse0 | sass | wnem

= 0 108 15 7





image3.png
No ANGKUTAN 2013 2014 2015
Jenis Kebutuhan| Jumiah | Total  |Penambahan| Total Total  |Penambahan| Total Total

88G/hari |armada |Kebutuhan Gas|  Armada |Armada)Kebutuhan Gas|  Armada [ Armada |Kebutuhan Gas

Gsp/hari) | (univ) | (sp/hari) wni) | unit) | (Isp/har) (wni) | (Unit) | (isp/har)
1]Bus Transjakarta 30| 60 200,700 84| 1,353 405,900 1000 2353 705,900
2|Kendaraan Dinas 0] s 5,000 500 | 1,000 10,000 500 | 1,500 15,000
3[Taxi | 2360 94,400 500 | 2,860 114,400 500| 3,360 134,400
4[Bajaj 0] 223 22,320 222 2,320 2232 2,320
5|Mikrolet ) ) 16,000 500|900 36,000 500 | 1,400 56,000
6[Pengganti Kopaja 200 - - - - - 3000 | 3,000 600,000

/ Metromini

Total s00] 6161 338,420 2,184 ] 8,345 588,620 5500 | 13,845 1,533,620
Total (1 MIVSCFD = 3360015p) 10 18 46
TOTALSPBG (1 MMSCFD setara 1 SPBG) 0 18 26
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